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POTENSI
INDONESIA

Indonesia
menempati
peringkat ke-4
penduduk
terbesar di
dunia

Indonesia saat ini
menempati
peringkat ke-16
negara yang
memiliki GDP

paling besar di
dunia_‘/‘,,‘. a

-

Sumber: UU Nomor 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045

".-’Q

“ Kekayaan Mineral © @ ©

Nikel dengan cadangan

bijih terbesar ke-1 dunia
5,24 miliar ton

Cadangan tembaga
terbesar ke-7 dunia

20,0 juta ton

A=

Modal letak geografis (ALKI)

@ Kekuatan Maritim (-

Cadangan bauksit

terbesar ke-4 dunia

3,13 miliar ton J \
J/

WY Kekayaan Hayati o0
Produksi kelapa " Produksi CPO WL\W
terbesar ke-2 dunia ’t terbesar ke-1 dunia -
2,87 juta ton 49,7 juta ton Spesies

tumbuhan
Produksi rumput laut " Produksi.karet terbesar berbunga
terbesar ke-2dunia 5 ke-2 dunia (10% dunia)
92 juta ton 3,12 utaton 25,000




> bangga
BerAKHLAK melayani
WORLD TALENT RANKING 2024 =575
Cj y
2 7 Investmentand - _ .
i:i. DevelopmentRank i" - Appeal Rank g‘ Readiness Rank
SINGAPURA #22 SINGAPURA #5 SINGAPURA 11

SINGAPURA FF2

E MALAYSIA  $£33

E MALAYSIA  F£27

E MALAYSIA 43
[ |

THAILAND 46 THAILAND  $##27

MALAYSIA  ##32 THALAND 49

MR T W
viigg

FILIPINA #H64 FILIPINA #54 FILIPINA H#52

ekosistem SDM melalui reformasi birokrasi dan transformasi
digital, agar talenta Indonesia semakin kompetitif di pasar global.

L]
:> Hasil World Talent Ranking menjadi pemacu untuk memperkuat

Bl HALAND  HA4T

Peringkat daya saing Indonesia

FILIPINA H#63 berada di tengah negara ASEAN

Sumber: IMD (Institute for Management Development), 2024
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| Kerusslen \,?-;_1 Kehiangan , Perubahan Struktur Demografi Global
lingkungan  / Triple \ keanekaragaman PerUbahan Ikllm
dan polisi / Planetary et Peningkatan suhu global disertai Proyeksi pertumbuhan penduduk global pada tahun 2050 menunjukkan
/ C"j's \ cuaca ekstrem dan bencana. pergeseran struktur demografi ke kawasan Afrika, dimana Afrika
ql Sub-Sahara diproyeksikan tumbuh hingga 81,8% dari tahun 2022.
Perubahan iklim
\.
" Pertumbuhan Populasi Global Tahun 2050
e (juta jwa)
§§ Dunia semakin proteksionis. 3000
TANTANGAN | - —
———
D A N 2000 — B
g% Disrupsi Teknologi gl
D I N A M I K A =~ Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini. 1500 ____,."
P e
‘ 1000

Sumber: Uniied Nations (2022)

G LO BAL f 5 Eskalasi Geopolitik dan Geoekonomi i —
Memunculkan fragmentasi dan kekuatan baru.
SEMAKIN |

0
KO M P L E KS Demografi Global 20?2 i -
Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat === Afrika Sub-Sahara ~—Afrika Utara dan Asia Barat
(Asia 55%). == Asia Tengah dan Selatan Asia Timur dan Tenggara
/ == Amerika Latin dan Karibia w A stralia dan Selandia Baru
e (JceaNIE" e Fropa dan Amerika Utara
*idak wrmasuk Australia dan Sebndi Bary

Sumber: UU Nomor 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045



EKONOMI:

Indonesia terjebak dalam pendapatan kelas
menengah selama 30 tahun dan pertumbuhan
ekonomi Indonesia stagnan selama 20 tahun

terakhir

Kualitas SDM Indeks Modal Manusia, Tahun 2020

Indonesia X
masih Indonesia Timor - Leste Singapura

relative )) == 0,54 0,45 0,88

rendah

Angka Kematian Ibu Angka K'ema'nian. Bayi
masih tinggi s masih tinggi

189 . 16,85

per 1000 kelahiran

Stunting masih
- tinggi

“21,5%

per 100.000 kelahiran

TANTANGAN DOMESTIK SEMAKIN
BESAR

PENDIDIKAN:

Skor PISA Sains N ;oo T 459! D
masih ))Matematika _HF“’I ® Indonesia
rendah, Membaca [ ;) . 4871

(Data 2020)

TATA KELOLA:

Capaian skor indeks pelayanan publik pada level provinsi dan kabupaten/kota
masih relatif rendah dibanding K/L

Provinsi Kabupaten/Kota

K/L
4,00 3,88 3,27

KEWILAYAHAN:

Ketimpangan masih
relatif tinggi baik
pembangunan antar
wilayah maupun
ketimpangan pendapatan

[ 2014 | [ 2024 |

0,414 )) 0,379

Rasio Gini

[ 2014 | [ 2023 ]

kBl 83% ) 79,1%
KTl 17% 20,9%

Kontirbusi terhadap PDB maupun

Sumber: UU Nomor 59/2024 tentang RPJPN 2025-2045



panrb ISUSTRATEGIS GLOBAL

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS!

Demografi Global @
Pada tahun 2045, penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar, Pada tahun 2050, jumlah middle dan M EG/ \TREN

bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015. Lebih dari separuh upper income class diperkirakan lebih
pertumbuhan penduduk dunia disumbang oleh kawasan dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar D ‘ ’ N lA
Afrika. Penduduk Asia masih terbesar (55 persen). Tren orang. Asia dan Amerika Latin akan

demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan memiliki jumlah middle dan upper
penduduk usia lanjut. income class terbesar.

Urbanisasi Dunia @
Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat
E ‘

menjadi 65 persen (2045) dengan 95 persen pertambahan
terjadi di emerging economies. Pembangunan perkotaan
berperan meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi,
dan kualitas hidup masyarakat.

Meningkatnya peranan ekonomi Asia dan penduduk
di Afrika mendorong persaingan memperebutkan
sumber daya alam (SDA). Ketersediaan SDA

diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan
permintaan yang meningkat meskipun teknologi akan
meningkatkan efisiensi SDA.

Peranan Emerging Economies @
Output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan
mencapai 71 persen dari total output dunia dengan
Asia sebagai pendorong utama—mencapai 54
persen. Investasi SDM dan infrastruktur serta
reformasi struktural dan iklim usaha mendorong
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing,
dan berkesinambungan.

Teknologi

Tren perubahan teknologi ke depan akan didomi
oleh teknologi informasi dan komunikasi,
bioteknologi dan rekayasa genetik, kesehatan dan
pengobatan, energi terbarukan, wearable devices,
otomatisasi dan robotik, serta artificial intelligence.

Perdagangan Internasional @
Sampai tahun 2045, perdagangan global diperkirakan
tumbuh 3,4 persen per tahun. Negara berkembang menjadi
poros perdagangan dan investasi dunia dengan
pertumbuhan 6 persen per tahun. Perdagangan intra Asia
meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara
berkembang berlanjut.

Perubahan lklim

Tantangan pemanasan global semakin besar, baik
berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim
jangka panjang. Tanpa usaha menurunkan emisi,
rata-rata suhu global akan meningkat 3 — 3,5 derajat
celsius pada akhir abad ini.

Keuangan Internasional @
Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi

Perubahan Geopolitik

multi currencies. Aset keuangan emerging economies tahun Perubahan geopolitik terus berlanjut ke depan dengan meningkatnya
2050 diperkirakan melebihi negara maju. Cina berkembang peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah, serta
sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

mendatang.




POTRET BIROKRASI INDONESIA
DIPANGGUNG REGIONAL DAN GLOBAL

Meski belum menjadi yang terbaik di ASEAN, Indonesia telah dan akan terus dapat meningkatkan
kualitas birokrasi di panggung global, dalam rangka meningkatkan daya saing internasional.

Indeks Efektivitas Pemerintah (2022)  Indeks Kualitas Regulasi (2023) Indeks Kemudahan Berusaha (2024)

Government Effectiveness Index Regulatory Quality Business Enabling Environment (Business Ready)

-2 - Public Operational Regulatory
e & ini AF k
Efficiency “Framewor

' Services

#79 #66 #56 H58

Dari 214 negara | Sumber: World Bank

#57 #58

Dari 266 negara | Sumber: World Bank

Indeks Kemajuan
e-Government (2024)

Electronic Government Development Index (EGDI)

€ —
— —

Indeks Inovasi Pemerintahan (2024)
Government Innovations Index

-

$#54 #53 H33 HA41 1#73 H#H64 152 1#57 Dari 50 negara | Sumber: World Bank

Dari 113 negara | Sumber: World Intellectual  Dari 193 negara | Sumber: United Nations
Property Organization




BIROKRASI YANG BERORIENTASI HASIL

Dalam dua tahun terakhir (2023-2024),

implementasi SAKIP mampu mencegah potensi
pemborosan APBN/APBD sebesar £128,5 Triliun
rupiah

BIROKRASI DENGAN PELAYANAN PRIMA & BEBAS KKN

e Terbentuk 2.624 unit percontohan pelayanan prima
& anti korupsi, termasuk pada sektor penegak hukum

Program RB telah terkonsolidasi dalam kegiatan
STRANAS PK

Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui
pembentukan 272 Mall Pelayanan Publik (MPP) & 91

MPP Digital di daerah

91% Kementerian telah memiliki tata kelola SPBE yang baik

REFORMASI BIROKRASI:
APA YANG SUDAH DIHASILKAN?

Rata-rata Nilai RB 2021-2024

75,65 75,48/6,8182,84

69,71
65,6367,40 74,69

5932 69,64
26,56

54,4

K/L Provinsi Kab/Kota

2021 m2022 m2023 2024

Indeks RB terus mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir.



DALAM 10 TAHUN TERAKHIR

250 Indeks RB 10 tahun terakhir
menggambarkan tren yang positif 82,84

72,4 7229 7385 7493

200
150 74,69
69,7
cogg 6VB 624 6423 428 6563
100
69,64
52, 55,94 5771 57,66 5385 5444 5656 95932
50 41,62
0
0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

=e=Kabupaten/Kota Provinsi  =e=K/L

Catatan:
1. Pada evaluasi RB tahun 2014, hanya Kementerian/Lembaga yang dievaluasi
2. Pada evaluasi RB tahun 2015 dilakukan pilot project evaluasi RB pada Pemerintah Kabupaten/Kota

TREN INDEKS REFORMASI BIROKRASI INSTANSI

e

Dalam 10 tahun terakhir,
rata-rata Indeks RB pada
K/L dan Pemda semakin
meningkat.

Hal ini menunjukkan upaya
perbaikan tata kelola

pemerintahan yang
semakin baik dalam
mewujudkan birokrasi yang
bersih, akuntabel, efektif,
efisien dan mampu
memberikan pelayanan
publik prima kepada
masyarakat.




DAMPAK

Pemerintah Daerah yang
berpartisipasi dalam RB Tematik

Menyumbang *73% dari Total

Peningkatan Investasi Indonesia
*(Meningkat 10% dari tahun 2023)

Sumber: BKPM, 2025

TERHADAP ANGKA KEMISKINAN

87% kab/kota dengan Nilai
RB Tematik yang signifikan

Target RPJMN
6,5-7,5%

memiliki rata-rata angka

kemiskinan 5,]6%

(melampaui target
nasional)

Maret 2024

I 2023 I

Angka Kemiskinan Nasional (Maret 2024)

Rata-rata angka kemiskinan dari 87% Kab/Kota dengan Nilai RB Tematik
yang Signifikan

REFORMASI BIROKRASI

Zona Integritas: Unit Pecontohan Pelayanan Prima

& Anti Korupsi di Berbagai Daerah

Jumlah Usulan Unit ZI ke Tim Penilai Nasional (TPN)

4398
m /

286 IP Pengusul 2163

(naik 42,29 % dari tahun sebelumnya)

102 1P memiliki unit lolos ZI = S

1054
829 ,
483
78 114 103
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Unit ZI WBK/WBBM

TOTAL

TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024
WBK 12 12 17 76 200 470 681 486 102 85 161
WBBM 9 1 2 6 5 34 82 72 17 24 70

IP: Instansi Pemerintah

2302

322



pantb o AYANAN PUBLIK TERUS MEMBAIK

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

\

Telah beroperasi

272

M Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional
meningkat secara gradual

3,
2,
1,
0,
0

M Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional

meningkat secara bertahap

IS

353 3,537

5]

w

Mal Pelayanan
Publik ({/IPP)

6]

N

5]

Telah ditetapkan \

[

4]

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
m IPP Kab 3,05 3,36 3,58 3,14 3,47 3,63 3,67
= PP Kota 3,49 3,38 3,52 3,78 38 4,08 4,01 4,05
m PP Prov 3,12 3,01 3,16 3,36 3,7 4,06 3,75 3,97 LO ku S Mq I -
T 5 S6 Ses y . a3 | 07 430 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Pelayanan Publik

WIPP Nasional 3,28 3,38 3,63 3,84 3,79 3,88 3,93 4,02

\ ) \ ——Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional J

Digital (MPPD) }

= Masyakarat dapat menyampaikan pengaduan pada aplikasi LAPOR!

Topik Laporan Paling Banyak K/L/D Penerima Laporan Terbanyak
Status Laporan
Belum Belum
Ditindaklanjuti |_ Terverifikasi Jalan Berlubang @} @ Kepegawaian :- *%
9,82% 7,04% 28 Wy
° i < 12,189 19.845
KOMDIGI kementerian Komunikasi dan Digital > opolisian Negara Republik Indonesia
Selesai Proses Ketenterama,Ketertiban ‘ )
69,18% 13,96% - Umum, dan Pelindungan ‘#AM Konten Penipuan P
Masyarakat ALERT 3.314

| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 1 1
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DAN REFORMASI BIROKRASI

Grafik Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2018 - 2024

Baik
Baik

—— L T 279
1 98 =218 2,26 w= 2,24 == 2,34

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

v" Indeks SPBE Nasional Tahun 2024 adalah sebesar 3,12
dengan kategori "Baik”

v' Capaian tersebut melampaui target RPJMN 2024 yaitu 2,6
(skala 5)

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD)
63 5 yang telah berpartisipasi dalom Evaluasi SPBE
s.d. Tahun 2024

Pada periode penilaian 2025-2029 dilokukan peningkatan kualitas evaluasi
penyelenggaraan Pemerintah Digital, tidak hanya kapabilitas Tata Kelola
Digital, juga ditambahkan penilaian atas kepuasan pengguna layanan
digital pemerintah dan dampak terhadap Pembangunan Nasional

PENERAPAN PEMERINTAH DIGITAL TERUS MENINGKAT,
SECARA POSITIF MENDORONG TRANSFORMASI DIGITALINDONESIA DI TINGKAT GLOBAL

ot DAN MEMPERKUAT FONDASI UNTUK KEBERLANJUTAN.

PERTUMBUHAN SKOR E-GOVERNMENT INDONESIA

BERDASARKAN UNITED NATIONS E-GOVERNMENT DEVELOPMENT INDEX (EGDI) b K
enmar|

Denmark Denmark
1 0,9758 0,9717 0,9847
Inggris Denmark
0,9193 0,915
0,9
E-PARTICIPATION INDEX
0,8
mmm E-GOV DEVELOPMENT INDEX (EGDI) 10
R
EGDI (PERINGKAT 1 DUNIA) °
0,7 )
i
~ #64
— o
8
0,6 o) (=)
o #77
S
0 )r\ a‘,
(o}
= x #88 eﬁﬂ“
d '
00
< A\
0,4 < X
= #107 0D &
e‘
(2l
N~
m
0,2 Pada Bulan April 2025 telah disampaikan kembali evaluasi

EGDI untuk penilaian Tahun 2026, dengan penguatan
berupa penerapan GovTech dan Keterpaduan Perencanaan
0,1 Pemerintah Digital pada RPJMN 2025-2029, sehingga
diharapkan terjadi peningkatan penllcuon 202

, N "W W W W

2016 2018 2020 2022 2024




Perjalanan transformasi digital pemerintah yang panjang sedang mengalami

momentum percepatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir serta
berpotensi untuk terus berkembang secara eksponensial dalam dekade kedepan

Revisi berbagai Perpres terkait SPBE menjadi Perpres Pemerintah Digital penting untuk menjaga momentum kedepan

O O

Masa awal tanpa tata kelola dan keterpaduan Masa penerapan tata kelola dan percepatan

—() >

Qr—---- 1 Birokrasi Akselerasi } Peningkatan
(Revisi) | yang Efisien Pertumbuhan IPM* dan
1 PERPRES | dan Efektif Ekonomi Standar Hidup
| .
mengenal 1
131 l ,
i Pemerintah |
Rank EGDI Naik : Digital |
3o0¢ o _____ 1
Rank EGDI Naik H64 f\'
Minim progress & kerangka oo Perkembangan normal tanpa
#77 2025 Y 4 :
e quuun®®® kelanjutan percepatan
27000 aplikasi 1#107 Laanmnettt
. . .l
(Silo & fragmentasi) . ‘ 2024
. . 2099 2023
2003 2018 PERPRES PERPRES
ercepatan
Kebti?ar:lt(z:gdan te:;az?:BE A 'telr(]:aniPBE Transfc'))rmasi
Strategi Nasional rs::siz;al Digital Indeks dan Rank EGDI terus naik signifikan

Pengembangan e-

Government I

L

Upaya perbaikan Tata Kelola Mulai menggunakan Government Wide
Pemerintah Digital Enterprise Architecture untuk mendorong
keterpaduan

Adopsi sistem prioritas &
pendirian govtech

:Nh DIGITAL

Dekade ke depan (2024-2034)

*IPM = Indeks Pembangunan Manusia




SEBARAN
RATA-RATA
PREDIKAT \
INDEKS SPBE
NASIONAL

TAHUN 2024

2022 2023 P

| Potensi

perkembangan

- Memuaskan penerapan
| swngatBak Pemerintah

Balk | Digital di

Cukup
Tahun 2022 terdapat: Tahun 2023 terdapat: Kawa San
1 Provinsi kategori “Sangat Baik” 1 Provinsi kategori “Memuaskan” ———————— 1 Provinsi kategori “Memuaskan” o
7 Provinsi kategori “Baik” 3 Provinsi kategori “Sangat Baik” ——————— 6 Provinsi kategori “Sangat Baik” Ka I IMma nta n
21 Provinsi kategori “Cukup” 18 Provinsi kategori “Baik” —— > 21 Provinsi kategori “Baik”
5 Provinsi kategori “Kurang” 10 Provinsi kategori “Cukup” ——— 4 Provinsi kategori “Cukup” q

6 Provinsi kategori “Kurang” ——— & 6 Provinsi kategori “Kurang”



) panrb SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE
s \WILAYAH BANTEN TAHUN 2024

Highlight Capaian
+ Capaian implementasi SPBE di
Provinsi Banten mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun.
+ Saat ini rata-rata Indeks SPBE di

Provinsi Banten pada kategori Baik
dengan Indeks 3,40

2022 2023

Predikat
SPBE

Baik
Cukup




) pcmrb CAPAIAN INDEKS SPBE
.. PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH BANTEN

_ MEMUASKAN | SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG JUMLAN
42-5,0 3,6-<4,5 26-<35 1,8 -<2,6 1,8 -<2,6

Provinsi 1 1
Kabupaten - 3 1 - - 4
Kota - 1 2 1 - 4
TOTAL - 4 4 1 1 9
No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek3 | Aspek 4 | Aspek 5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 Donlmln Domain 2| Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat
) |[Pemerintah Kab. 350 275 375 3,50 2,88 267 4,70 4,83 3,50 330 2,82 4,75 391 | Sangat
Tangerang Baik
o [Pemerintah Kota 3,80 3,50 5,00 5,00 213 2,67 4,00 4,33 3,80 4,40 2,27 413 3g5 | Sangat
Tangerang Baik
3 |Pemerintah Kab. Serang | 5,00 325 3,25 4,00 2,38 133 4,00 4,33 5,00 3,40 2,09 413 3,73 S‘;Z?k"t
4 |pemerintah Kab. Lebak 5,00 3,00 2,75 3,50 213 1,00 410 3,83 5,00 3,00 1,82 3,99 3,52 S‘;Z?k"t

5 |Pemerintah Kota 390 | 300 | 475 | 350 213 333 | 360 | 350 | 390 | 380 | 245 | 356 | 348 Baik
Tangerang Selatan

Pemerintah Provinsi

6 fomen 2,90 3,25 3,25 4,00 2,75 2,00 3,90 417 2,90 3,40 2,55 4,01 3,47 Baik

7 [Pemerintah Kab. 310 2,75 2,50 3,50 2,75 2,33 410 433 30 2,80 2,64 419 3,45 Baik
Pandeglang

8 [Pemerintah Kota Serang 1,80 175 1,50 3,00 1,00 1,00 3,70 4,00 1,80 1,90 1,00 3,82 2,61 Baik

Pemerintah Kota Cilegon




) panrb SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE
s \WWILAYAH JAWA BARAT TAHUN 2024

v
Highlight Capaian

+ Capaian implementasi SPBE di
Provinsi Jawa Barat mengalami
peningkatan signifikan dari tahun
ke tahun.

+ Saat ini rata-rata Indeks SPBE di
Provinsi Jawa Barat pada kategori
Sangat Baik dengan Indeks 3,93

2022 2023

Predikat
SPBE

Baik
Cukup




pcmrb CAPAIAN INDEKS SPBE
- PEMERINTAH DAERAH DI JAWA BARAT

_ MEMUASKAN | SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG JUMLAH
42-50 3,6—-<4,5 26-<3,5 1,8 -<2,6 1,8 -<2,6
- - - 1

Provinsi 1
Kabupaten 2 14 2 - - 18
Kota 2 7 = - = 9
TOTAL 5 21 2 - - 8
No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek3 | Aspek 4 | Aspek 5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 Donlmln Domain 2| Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat
1 [Pemerintah Provinsi 5,00 475 5,00 5,00 425 2,67 4,80 5,00 5,00 4,90 3,82 4,88 473 |Memuask
Jawa Barat an
g [Pemerintah Kota 5,00 4,50 5,00 5,00 488 2,33 430 483 5,00 4,80 418 451 459 |Memuask
Bandung an
3 [Pemerintah Kab. 5,00 3,25 5,00 5,00 438 2,67 4,60 483 5,00 430 3,91 4,69 451 |Memuask
Sumedang an
4 [Pemerintah Kab. 4,90 375 450 5,00 3,50 3,00 450 5,00 4,90 430 3,36 470 440 |Memuask
Karawang an
. Memuask
5 |Pemerintah Kota Depok 4,90 4,50 3,75 5,00 3,38 2,00 4,40 5,00 4,90 4,30 3,00 4,64 4,32 an
6 |Pemerintah Kota Cimahi | 3,80 3,00 4,50 4,00 3,38 3,00 4,60 5,00 3,80 3,80 3,27 4,76 45 S%g?kat
7 |Pemerintah Kota Cirebon| 4,70 3,50 450 450 3,50 3,00 4,10 450 4,70 4,10 3,36 4,26 413 S%g?kat
8 |Pemerintah Kab. Bogor 4,00 3,75 4,00 4,00 313 2,67 4,40 5,00 4,00 3,90 3,00 4,64 4,10 S%g?kat
9 |Pemerintah Kota Bogor 40 4,00 3,75 4,00 3,88 3,00 4,00 4,83 40 3,90 3,64 433 4,08 S%g?kat
10 |Pemerintah Kab. Bekasi 4,70 3,00 3,50 450 313 3,00 4,40 4,83 4,70 3,50 3,09 457 4,08 S%g?kat
j [Pemerintah Kab. 4,60 3,25 4,00 4,00 2,38 2,67 430 483 4,60 3,70 2,45 451 398 | Sangat
Bandung Baik
12 [Pemerintah Kota 3,90 3,50 4,00 3,50 2,75 2,67 4,30 5,00 3,90 3,70 2,73 4,58 396 | Sangat
Tasikmalaya Baik
13 [Pemerintah Kab. 470 4,00 1,75 3,50 2,63 3,00 450 5,00 470 3,00 273 470 395 | Sangat
Sukabumi Baik
14 [Pemerintah Kab. 3,90 275 4,00 4,00 3,00 2,67 4,40 483 3,90 3,50 2,91 457 394 | Sangat
Purwakarta Baik
15 [Femerintah Kab. 4,60 2,50 475 450 2,88 2,33 430 417 4,60 3,80 273 425 393 | Sangat
Indramayu Baik




pcmrb CAPAIAN INDEKS SPBE
- PEMERINTAH DAERAH DI JAWA BARAT

_ MEMUASKAN | SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG JUMLAH
42-50 3,6—-<4,5 26-<3,5 1,8 -<2,6 1,8 -<2,6
- - - 1

Provinsi 1
Kabupaten 2 14 2 - - 18
Kota 2 7 = - = 9
TOTAL 5 21 2 - - 8
No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek3 | Aspek 4 | Aspek 5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 Donlmln Domain 2| Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat
16 [Pemerintah Kab. Garut 5,00 3,25 4,75 4,00 250 2,00 4,00 4,7 5,00 4,00 236 4,07 3,89 S%g?kat
17 |Pemerintah Kota Bekasi 40 250 375 4,00 250 267 450 450 4,10 3,30 2,55 4,50 3,83 S%g?kat
1g [Pemerintah Kota 420 3,25 4,00 450 3,25 3,00 3,70 417 4,20 3,80 318 3,88 379 | Sangat
Sukabumi Baik
19 [Pemerintah Kab. 4,40 3,25 375 1,50 3,25 3,00 4,00 4,50 4,40 3,10 318 420 378 | Sangat
Bandung Barat Baik
g0 [Pemerintah Kab. 4,40 175 450 3,00 1,00 1,00 4,90 5,00 4,40 3,10 1,00 4,94 376 | Sangat
Tasikmalaya Baik
21 |Pemerintah Kab. Cianjur | 4,10 2,75 375 4,00 213 2,00 4,30 4,67 410 3,40 2,09 4,45 3,75 S%g?kat
22 |Pemerintah Kab. Ciamis | 5,00 2,50 3,00 3,50 213 3,00 3,90 450 5,00 2,90 236 414 3,65 S%g?kat
23 |Pemerintah Kab. Cirebon | 410 325 3,00 3,00 238 233 3,90 4,67 4,10 310 236 4,20 3,61 S%g?kat
24 |Pemerintah Kota Banjar | 3,50 2,75 3,00 3,50 150 2,67 4,50 4,67 3,50 3,00 1,82 4,57 3,58 S%g?kat
25 [Pemerintah Kab. 3,00 3,25 2,50 4,50 2,88 2,67 4,00 4,50 3,00 3,20 2,82 4,20 357 | Sangat
Kuningan Baik
g6 [Pemerintah Kab. 5,00 3,00 2,25 4,00 213 1,00 4,00 433 5,00 2,90 1,82 413 356 | Sangat
Pangandaran Baik
27 |Pemerintah Kab. Subang | 3,30 3,00 3,50 3,00 238 1,00 3,80 4,33 3,30 3,20 2,00 4,01 338 Baik
gg [Pemerintah Kab. 2,90 2,75 2,75 1,50 1,00 1,00 3,60 433 2,90 2,50 1,00 3,89 294 Baik
Majalengka

19



) panrb SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE
s \WWILAYAH JAWA TENGAH TAHUN 2024

v
Highlight Capaian

+ Capaian implementasi SPBE di
Provinsi Jawa Tengah mengalami
peningkatan signifikan dari tahun
ke tahun.

+ Saat ini rata-rata Indeks SPBE di
Provinsi Jawa Barat pada kategori
Sangat Baik dengan Indeks 3,76

Predikat
SPBE

Baik
Cukup




panrb CAPAIAN INDEKS SPBE
..~ PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH

_ MEMUASKAN | SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG JUMLAH
42-50 3,6—-<4,5 26-<3,5 1,8 -<2,6 1,8 -<2,6
- - - 1

Provinsi 1
Kabupaten 4 17 8 - - 29
Kota 1 5 - - - 6
TOTAL 6 22 8 - - 36
No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek 3 | Aspek 4 | Aspek5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 Donlmln Domain 2(Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat
1 [pemerintah Kab. 4,90 3,50 5,00 450 3,75 2,67 4,60 5,00 4,90 430 3,45 476 445 |Memuask
Sukoharjo an
o [Pemerintah Provinsi 4,90 3,75 475 4,00 3,63 3,00 470 483 4,90 420 3,45 475 449 |Memuask
Jawa Tengah an
. Memuask
3 |[Pemerintah Kab. Sragen 5,00 3,60 3,75 3,60 3,25 3,33 5,00 4,83 5,00 3,60 3,27 4,93 4,34 an
4 [Pemerintah Kota 5,00 4,00 425 450 2,75 3,00 4,50 5,00 5,00 420 2,82 470 430 |Memuask
Surakarta an
. Memuask
5 |Pemerintah Kab. Kudus 3,80 4,00 4,25 3,00 338 3,00 4,80 5,00 3,80 3,90 3,27 4,88 4,23 o
g [Pemerintah Kab. 5,00 4,00 450 450 2,75 2,67 420 483 5,00 430 273 4,45 420 |Memuask
Wonogiri an
7 [Pemerintah Kab. 450 375 3,50 450 2,50 2,67 4,60 483 4,50 3,80 2,55 4,69 409 | Sangat
Banyumas Baik
g [Pemerintah Kab. 4,60 3,50 3,00 4,00 213 2,67 4,90 5,00 4,60 3,40 2,27 4,94 407 | Sangat
Kebumen Baik
9 |Pemerintah Kab. Klaten 4,50 3,50 450 4,00 213 267 4,40 5,00 4,50 4,00 227 4,64 4,07 S%g?kat
1o [Pemerintah Kab. 4,40 3,00 5,00 2,50 2,50 3,00 420 5,00 4,40 3,70 2,64 452 399 | Sangat
Rembang Baik
1 [Pemerintah Kota 5,00 3,00 450 3,00 2,25 2,33 4,20 4,83 5,00 3,60 2,27 4,45 395 | Sangat
Semarang Baik
12 Pemerintah Kota Tegal 5,00 3,00 4,00 4,50 2,88 2,67 4,00 4,50 5,00 370 2,82 4,20 3,95 S%g?kat
13 |Pemerintah Kab. Demak | 3,60 3,50 4,50 3,00 2,88 2,67 4,40 4,67 3,60 3,80 2,82 4,51 3,93 S%g?kat
14 [Pemerintah Kab. 4,40 3,25 4,50 3,00 2,75 2,67 4,80 3,67 4,40 3,70 273 435 393 | Sangat
Purbalingga Baik
)5 [Pemerintah Kab. 4,90 4,00 425 4,00 213 2,00 3,90 467 4,90 410 2,09 420 392 | Sangat
Magelang Baik




panrb CAPAIAN INDEKS SPBE
- PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH

Domain

No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek 3 | Aspek 4 | Aspek5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 1 Domain 2(|Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat
16 [Femerintah Kab. 4,90 3,50 5,00 450 3,75 2,67 4,60 5,00 4,90 430 3,45 476 445 |Memuask
Karanganyar an

. . Memuask
17 |Pemerintah Kab. Boyolali 4,90 3,75 4,75 4,00 3,63 3,00 4,70 4,83 4,90 4,20 3,45 4,75 4,42 an
1g [Pemerintah Kab. 5,00 3,50 3,75 3,50 3,25 3,33 5,00 483 5,00 3,60 3,27 4,93 434 |Memuask
Wonosobo an
19 [Pemerintah Kota 5,00 4,00 425 450 2,75 3,00 450 5,00 5,00 420 2,82 470 430 |Memuask
Pekalongan an
. . Memuask
20 |Pemerintah Kab. Pati 3,80 4,00 4,25 3,00 3,38 3,00 4,80 5,00 3,80 3,90 3,27 4,88 4,23 o
g1 [Pemerintah Kab. 5,00 4,00 450 450 2,75 2,67 420 483 5,00 430 273 4,45 420 |Memuask
Banjarnegara an
99 [Pemerintah Kota 4,50 3,75 3,50 4,50 2,50 2,67 4,60 4,83 4,50 3,80 2,55 4,69 409 | Sangat
Magelang Baik
23 |Pemerintah Kab. Kendal | 4,60 3,50 3,00 4,00 213 267 4,90 5,00 4,60 3,40 227 4,94 4,07 S%z?k"t
94 [Peémerintah Kab. 450 3,50 4,50 4,00 213 2,67 4,40 5,00 4,50 4,00 2,27 4,64 407 | Sangat
Temanggung Baik
25 |Pemerintah Kota Salatiga| 4,40 3,00 5,00 2,50 2,50 3,00 4,20 5,00 4,40 3,70 2,64 4,52 3,99 S%z?k"t
g6 [Pemerintah Kab. 5,00 3,00 450 3,00 2,25 2,33 4,20 4,83 5,00 3,60 2,27 4,45 395 | Sangat
Grobogan Baik
27 |Pemerintah Kab. Batang | 5,00 3,00 4,00 4,50 2,88 2,67 4,00 4,50 5,00 370 2,82 4,20 3,95 S%g?k"t
28 |Pemerintah Kab. Jepara | 3,60 3,50 4,50 3,00 2,88 2,67 4,40 4,67 3,60 3,80 2,82 4,51 3,93 S%z?k"t
g9 [Pemerintah Kab. 4,40 3,25 4,50 3,00 2,75 2,67 4,80 3,67 4,40 3,70 273 435 393 | Sangat
Purworejo Baik
30 [Pemerintah Kab. 4,90 4,00 425 4,00 213 2,00 3,90 467 4,90 410 2,09 4,20 392 | Sangat
Semarang Baik
31 [Pemerintah Kab. Blora 3,50 3,00 200 3,00 138 167 4,20 4,33 350 260 1,45 4,25 328 Baik
32 |Pemerintah Kab. Cilacap 4,20 2,50 2,50 3,50 1,75 2,33 3,80 3,83 420 2,70 1,91 3,81 3,27 Baik
33 |Pemerintah Kab. Tegal 3,40 200 275 2,00 2,50 133 4,20 3,50 3,40 230 218 3,02 316 Baik
34 [Pemerintah Kab. 2,90 2,50 2,50 2,00 213 133 4,00 3,67 2,90 2,40 191 3,87 3,05 Baik
Pekalongan
35 [Pemerintah Kab. 2,30 2,25 2,75 2,00 175 1,00 3,80 4,67 2,30 2,40 1,55 414 3,04 Baik
Pemalang
36 |Pemerintah Kab. Brebes | 2,80 175 250 3,00 1,00 1,00 3,60 417 2,80 230 1,00 3,82 284 Baik




) panrb SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE
s \WILAYAH DI YOGYAKARTA TAHUN 2024

v
Highlight Capaian

+ Capaian implementasi SPBE di
Provinsi DI Yogyakarta mengalami
peningkatan signifikan dari tahun
ke tahun.

+ Saat ini rata-rata Indeks SPBE di
Provinsi DI Yogyakarta pada kategori
Sangat Baik dengan Indeks 4,06

Predikat
SPBE

Baik
Cukup




pcmrb CAPAIAN INDEKS SPBE
' -~ PEMERINTAH DAERAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUASKAN | SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG JUMLAH
42 5,0 3,6—-<4,5 6-<3,5 8-<2,6 8-<2,6
Provinsi 1
Kabupaten l 3 - - - 4
Kota S 1 = S = 1
TOTAL 2 4 - - - 6
No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek3 | Aspek 4 | Aspek5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 Donlmin Domain 2| Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat
1 [Pemerintah DI 500 | 450 | 500 | 500 | 388 | 300 | 430 | 500 | 500 | 480 | 364 | 458 | 453 |Memuas
Yogyakarta kan
o [Pemerintah Kab. 420 | 375 | 475 | 400 | 338 | 300 | 480 | 467 | 420 | 420 327 | 475 | az0 [Memuas
Sleman kan
3 [Pemerintah Kab. 400 | 325 | 400 | 400 | 300 | 333 | 480 | 500 | 400 | 370 | 309 | 488 418 | Sangat
Bantul Baik
4 [Pemerintah Kab. 440 | 300 | 375 | 300 | 238 | 267 | 470 | 483 | 440 | 330 | 245 | a75 | 396 |SAngat
Gunungkidul Baik
5 [PemerintahKab.Kulon| /o | 350 | 400 | 400 | 338 | 300 410 400 | 440 | 380 327 | 406 3,91 | Sangat
Progo Baik
g |[Pemerintah Kota 400 | 225 | 375 | 300 188 100 | 440 417 400 | 3,00 1,64 431 350 | Sangat
Yogyakarta Baik

24



) panrb SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE
s \WILAYAH JAWA TIMUR TAHUN 2024

\J

v
Highlight Capaian

+ Capaian implementasi SPBE di
Provinsi Jawa Timur mengalami
peningkatan signifikan dari tahun
ke tahun.

+ Saat ini rata-rata Indeks SPBE di
Provinsi Jawa Timur pada kategori
Sangat Baik dengan Indeks 3,95

Predikat
SPBE

Baik
Cukup




panrb CAPAIAN INDEKS SPBE
..~ PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR

_ MEMUASKAN | SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG JUMLAH
42-50 3,6—-<4,5 26-<3,5 1,8 -<2,6 1,8 -<2,6
- - - 1

Provinsi 1
Kabupaten 7 18 4 - - 29
Kota 4 5 - - - 9
TOTAL 12 23 4 - - 39
No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek 3 | Aspek 4 | Aspek5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 Donlmln Domain 2(Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat
1 [Pemerintah Kab. 5,00 475 450 450 438 3,67 5,00 5,00 5,00 4,60 418 5,00 477 |[Memuask
Banyuwangi an
. . Memuask
2 |Pemerintah Kab. Kediri 5,00 3,50 4,25 5,00 4,38 3,33 5,00 5,00 5,00 4,10 4,09 5,00 4,63 an
3 |Pemerintah Kota Madiun | 4,80 375 5,00 5,00 4,13 3,00 4,70 5,00 4,80 4,50 3,82 4,82 457 Me”q“:‘”k
4 [Pemerintah Kota 5,00 450 450 5,00 2,75 3,00 5,00 5,00 5,00 4,60 2,82 5,00 454 |(Memuask
Surabaya an
g [Pemerintah Provinsi 4,60 375 475 5,00 313 3,00 4,90 483 4,60 4,40 3,09 487 443 |Memuask
Jawa Timur an
. . Memuask
6 |Pemerintah Kab. Gresik 5,00 3,25 4,00 4,00 3,38 2,67 4,80 5,00 5,00 3,70 3,18 4,88 4,32 an
7 [Pemerintah Kota 5,00 3,00 4,00 5,00 313 2,67 4,80 5,00 5,00 3,80 3,00 4,88 432 |Memuask
Mojokerto an
. . Memuask
8 |Pemerintah Kab. Madiun 5,00 3,00 4,50 5,00 3,50 1,67 4,60 5,00 5,00 4,00 3,00 4,76 4,31 an
9 |Pemerintah Kota Malang | 4,70 375 450 5,00 313 1,00 4,60 4,83 4,70 4,30 2,55 4,69 4,24 Me”q":‘“s'k
10 |Pemerintah Kab. Tuban 4,70 375 4,25 3,50 275 233 4,90 4,83 4,70 3,90 264 4,87 4,24 Me”q":‘“s'k
n [Pemerintah Kab. 4,80 4,00 4,00 3,00 2,88 3,00 4,60 5,00 4,80 3,80 2,91 476 422 |Memuask
Trenggalek an
12 [Pemerintah Kab. 470 275 5,00 5,00 3,00 1,67 4,60 483 470 410 2,64 4,69 491 |Memuask
Situbondo an
13 [Pemerintah Kab. 5,00 3,50 3,25 3,50 2,38 2,67 5,00 5,00 5,00 3,40 2,45 5,00 418 | Sangat
Lamongan Baik
14 [Pemerintah Kab. 450 3,50 425 3,50 2,88 2,67 4,80 467 450 3,80 2,82 475 a6 | Sangat
Mojokerto Baik
15 [Pemerintah Kab. 4,60 3,50 5,00 3,50 2,75 2,33 4,40 483 4,60 410 2,64 457 414 | Songat
Bojonegoro Baik




panrb CAPAIAN INDEKS SPBE
- PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR

Domain

No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek3 | Aspek4 | Aspek 5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 1 Domain 2| Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat
16 |Pemerintah Kota Blitar 4,30 325 3,00 450 3,38 3,00 4,60 5,00 4,30 3,40 327 4,76 an S%z?k"t
17 [Pemerintah Kota 4,90 3,25 3,50 3,50 2,75 2,67 4,50 5,00 4,90 3,40 273 470 407 | Sangat
Pasuruan Baik
1g [Pemerintah Kota 410 3,75 3,75 4,00 2,88 2,33 450 483 410 3,80 2,73 463 404 | Songat
Probolinggo Baik
19 [Pemerintah Kab. 4,40 3,75 4,00 3,00 2,38 1,67 4,40 5,00 4,40 3,70 218 4,64 397 | Sangat
Probolinggo Baik
20 |Pemerintah Kab. Sidoarjo| 4,80 3,00 3,00 3,00 2,63 3,00 4,50 5,00 4,80 3,00 2,73 4,70 3,96 S%z?k"t
g1 [Pemerintah Kab. 5,00 4,25 450 4,50 3,38 2,00 3,80 3,50 5,00 4,40 3,00 3,68 392 | Sangat
Pamekasan Baik
g9 [Pemerintah Kab. 3,90 425 3,50 5,00 3,50 3,00 4,00 4,00 3,90 410 3,36 4,00 391 | Sangat
Jombang Baik
23 |Pemerintah Kota Kediri 3,80 3,50 375 4,50 2,50 267 4,30 4,67 3,80 3,80 2,55 4,45 3,89 S%z?k"t
94 [Pemerintah Kab. 5,00 2,00 4,50 4,00 213 1,00 450 467 5,00 3,40 1,82 4,57 388 | Sangat
Pasuruan Baik
25 [Pemerintah Kab. 4,00 3,75 4,50 450 3,00 3,00 3,70 433 4,00 420 3,00 3,95 386 | Sangat
Bondowoso Baik
26 |Pemerintah Kab. Nganjuk| 4,70 275 5,00 4,50 275 1,67 370 450 4,70 4,00 2,45 4,02 384 S%z?k"t
97 [Pemerintah Kab. 3,50 3,25 450 3,00 2,25 1,00 430 5,00 3,50 3,70 191 458 378 | Sangat
Tulungagung Baik
28 |Pemerintah Kab. Blitar 4,60 225 375 3,00 3,00 3,33 4,00 4,50 4,60 3,00 3,09 4,20 377 S%z?k"t
29 |Pemerintah Kab. Malang | 3,90 3,50 3,75 2,50 175 167 4,80 4,33 3,90 3,40 173 4,62 3,74 S%z?k"t
30 [Pemerintah Kab. 420 2,75 3,00 4,00 313 2,00 4,00 4,67 4,20 3,10 2,82 426 373 | Sangat
Sumenep Baik




panrb CAPAIAN INDEKS SPBE
- PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR

Domain

No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek3 | Aspek4 | Aspek5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 1 Domain 2| Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat

31 [pemerintah Kab. 3,60 275 3,50 2,50 2,00 2,33 4,40 5,00 3,60 3,00 2,09 4,64 367 | Sangat
Sampang Baik

32 |Pemerintah Kab. Ngawi 4,80 3,00 3,50 3,00 175 2,00 3,80 4,67 4,80 3,20 1,82 414 3,61 S%z?k"t

33 |Pemerintah Kota Batu 370 3,50 3,25 3,50 250 2,00 3,90 4,33 370 3,40 236 4,07 357 S%z?k"t

34 |Pemerintah Kab. Jember | 3,20 275 2,50 4,00 275 3,00 40 4,50 3,20 2,90 2,82 4,26 3,54 S%g?k"t

35 |Pemerintah Kab. Pacitan | 4,70 375 225 3,00 213 2,00 3,90 4,00 4,70 3,00 2,09 3,94 3,50 S%z?k"t

36 [Femerintah Kab. 3,20 1,50 275 3,00 1,75 1,67 4,40 5,00 3,20 2,30 173 464 3,39 Baik
Lumajang

37 [Pemerintah Kab. 3,00 2,25 2,75 3,00 163 1,00 3,90 4,00 3,00 2,60 1,45 3,04 3,07 Baik
Ponorogo

3g [Pemerintah Kab. 2,30 175 2,75 3,00 125 1,00 3,80 433 2,30 2,40 118 4,01 2,92 Baik
Magetan

3g [Pemerintah Kab. 2,60 225 275 2,50 2,25 1,33 3,40 3,83 2,60 2,50 2,00 3,57 2,92 Baik

Bangkalan




) panrb SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE
== \WWILAYAH BALI TAHUN 2024

v
Highlight Capaian

+ Capaian implementasi SPBE di
Provinsi Bali mengalami
peningkatan signifikan dari tahun
ke tahun.

+ Saat ini rata-rata Indeks SPBE di
Provinsi Jawa Timur pada kategori
Sangat Baik dengan Indeks 3,50

« Namun, masih terdapat Pemda
yang memiliki Indeks SPBE Cukup

2022 2023

Predikat
SPBE

Baik
Cukup




) pcmrb CAPAIAN INDEKS SPBE
- PEMERINTAH DAERAH DI BALI

_ MEMUASKAN | SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG JUMLAH
42 5,0 3,6—-<4,5 26-<3,5 1,8 -<2,6 1,8 -<2,6

Provinsi 1
Kabupaten - 4 3 1 - 8
Kota - 1 - - - 1
TOTAL 1 5 3 1 - 10
No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek3 | Aspek 4 | Aspek 5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 Donlmln Domain 2| Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat
1 |Pemerintah Provinsi Bali | 4,80 4,00 375 4,50 3,63 3,67 4,40 4,83 4,80 4,00 3,64 4,57 4,30 Me”q“:‘“Sk
o [Pemerintah Kota 410 3,00 450 4,50 3,50 267 3,90 4,67 410 3,90 327 4,20 396 | Sangat
Denpasar Baik
3 |Pemerintah Kab. Badung | 4,70 3,00 3,25 3,00 2,25 3,00 4,40 4,83 4,70 310 2,45 4,57 3,87 S%g?k"t
4 |Pemerintah Kab. 4,30 4,00 3,50 4,00 2,25 3,00 3,80 4,50 4,30 3,80 2,45 4,08 377 | Sangat
Jembrana Baik
g [Pemerintah Kab. 3,70 275 4,00 4,00 2,63 1,67 4,00 4,67 3,70 3,50 2,36 426 369 | Sangat
Buleleng Baik
e |Pemerintah Kab. 3,70 350 275 350 213 267 3,90 4,50 370 320 2,27 414 354 | Sangat
Tabanan Baik
7 |Pemerintah Kab. Gianyar 3,10 2,75 3,25 3,00 2,63 3,00 3,80 4,67 3,10 3,00 2,73 414 3,49 Baik
g |Pemerintah Kab. 310 250 | 300 | 450 | 200 1,00 360 | 383 310 310 173 3,69 314 Baik
Klungkung
9 |Pemerintah Kab. Bangli 2,20 175 2,00 2,50 113 1,00 3,60 417 2,20 2,00 1,09 3,82 2,71 Baik

Pemerintah Kab.

Karangasem



) panrb SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE
s \WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

v
Highlight Capaian

+ Capaian implementasi SPBE di
Provinsi NTB mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun.

+ Saat ini rata-rata Indeks SPBE di
Provinsi NTB pada kategori Baik
dengan Indeks 3,02

« Namun, masih terdapat Pemda
yang memiliki Indeks SPBE Cukup

2022 2023

Predikat
SPBE

Baik

Cukup




pcmrb CAPAIAN INDEKS SPBE
- PEMERINTAH DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT

_ MEMUASKAN | SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG JUMLAH
42-50 3,5 - <45 26-<3,5 1,8 -<2,6 1,8 -<2,6

Provinsi 1
Kabupaten - - 6 2 - 8
Kota - ] 1 - - 2
TOTAL 1 2 7 2 - n
No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek3 | Aspek 4 | Aspek5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 Donlmin Domain 2| Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat
1 ?2%‘332’25@" insiNusal 314 276 | 325 | 400 | 28 | 300 | 410 417 310 3,20 291 413 3s6 | S9n9at
2 EAGQT;?;‘““ Kota 3,30 3,00 325 3,50 325 3,00 3,60 4550 3,30 3,20 318 3,96 3,55 S%Z?k"t
3 gﬁnmqggrxgggfoﬁ 410 3,00 250 250 275 2,00 3,90 417 410 270 255 4,01 3,45 Baik
4 ?ﬁn”:ﬁ””t"h Kab. Lombok | 5 4 325 3,00 4,00 1,63 1,33 3,80 417 3,00 3,30 155 3,95 327 Baik
5 Ei’:&f””t"h Kab. tombok | 3, 250 1,50 3,00 213 2,00 3,60 417 3,20 2,20 2,09 3,82 3,05 Baik
6 _';g%‘i;:]”mh Kab. Lombok | 54 225 275 2,50 1,00 1,00 3,80 4,00 3,70 2,50 1,00 3,88 3,04 Baik
7 zﬁnmqggrxgh Kab. 3,70 2,00 3,00 2,50 1,00 1,00 3,40 3,83 3,70 2,50 1,00 3,57 2,90 Baik
8 Ef;‘j””t‘“h Kab.tombok | 4 5 2,00 1,75 2,00 1,00 1,00 3,70 3,67 3,00 1,90 1,00 3,69 271 Baik
9 |Pemerintah Kota Bima 2,40 1,50 2,00 2,50 1,00 1,00 3,60 4,00 2,40 1,90 1,00 376 2,66 Baik

Pemerintah Kab. Bima

Pemerintah Kab. Dompu




L& panrb SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE
2w WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

\J

v
Highlight Capaian

+ Capaian implementasi SPBE di
Provinsi NTT mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun.

+ Saat ini rata-rata Indeks SPBE di
Provinsi NTB pada kategori Cukup
dengan Indeks 2,56

Predikat
SPBE

Baik
Cukup




panrb CAPAIAN INDEKS SPBE
-~ PEMERINTAH DAERAH DI NUSA TENGGARA TIMUR

_ MEMUASKAN | SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG JUMLAH
42-50 3,5 - <45 26-<3,5 1,8 -<2,6 1,8 -<2,6
- - - 1

Provinsi
Kabupaten - - 6 14 1 21
Kota - - 1 - - 1
TOTAL - 2 7 14 - 23
No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek3 | Aspek 4 | Aspek5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 Donlwin Domain 2| Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat
j [pemerintah Provinsi Nusal 5, 3,00 3,00 4,00 325 2,67 4,00 4,83 4,70 3,20 3,09 4,33 3gg | Sangat

Tenggara Timur Baik
o |Pemerintah Kab. 3,90 2,50 3,50 3,50 2,63 3,00 3,70 4,00 3,90 310 273 3,82 3,47 Baik
Manggarai Barat

Pemerintah Kab. Rote

3 [Peme : 5,00 2,00 250 4,00 1,88 2,00 370 4,00 5,00 2,60 1,91 3,82 335 Baik
4 |Pemerintah Kota Kupang 4,20 2,00 2,75 3,50 1,50 2,00 3,70 3,67 4,20 2,60 1,64 3,69 314 Baik
5 [permerintan kab-Sumba | 440 | 125 250 | 4,00 113 1,00 3,80 a7 | 440 | 230 1,09 395 312 Baik
6 Eﬂeom‘gggtr‘;? Kab. 3,00 2,50 1,50 2,00 1,88 1,00 3,80 3,83 3,00 2,00 1,64 3,81 2,90 Baik
7 |Pemerintah Kab. Timor 2,80 2,50 2,00 2,00 113 1,00 3,70 4,00 2,80 2,20 1,09 3,82 2,83 Baik

Tengah Selatan

g |Pemerintah Kab. 3,00 175 125 2,50 113 1,00 3,80 333 3,00 170 109 3,62 2,64 Baik
Manggarai Timur

9 [Pemerintah Kab. Ende 3,00 1,25 2,00 1,00 1,00 1,00 3,70 3,50 3,00 1,50 1,00 3,62 2,58 Cukup

Pemerintah Kab. Sumba
Timur

Pemerintah Kab. Kupang

Pemerintah Kab. Belu

Pemerintah Kab. Timor
Tengah Utara
Pemerintah Kab.
Lembata

Pemerintah Kab. Alor




panrb CAPAIAN INDEKS SPBE
weo PEMERINTAH DAERAH DINUSA TENGGARA TIMUR

_ MEMUASKAN | SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG JUMLAH
42-50 3,5 - <45 26-<3,5 1,8 -<2,6 1,8 -<2,6
- - - 1

Provinsi
Kabupaten - - 6 14 1 21
Kota - - 1 - - 1
TOTAL - 2 7 14 - 23
No Nama Instansi Aspek1 | Aspek2 | Aspek3 | Aspek4 | Aspek5 | Aspek 6 | Aspek7 | Aspek 8 Rornals Domain 2| Domain 3|Domain 4| Indeks | Predikat

1
Pemerintah Kab. Sumba
Tengah

Pemerintah Kab. Malaka . , I : f : i y ’ b J b ; Cukup

Cukup

Pemerintah Kab. Ngada b . ! l ! | , ; I l ] ! , Cukup

Pemerintah Kab. Flores
Timur

Pemerintah Kab. Sumba
Barat Daya

Pemerintah Kab. Sikka . , I : f : , y , b J , X Cukup

Cukup

Cukup

Pemerintah Kab. Sabu
Raijua

Pemerintah Kab.
\[e[e[=]=Te)

Cukup

Kurang



Transformasi Indonesia

untuk Mencapai Tujuan Pembangunan

Disarikan dari UU 59/2024
RPJPN 2025 - 2045

Indonesia Emas 2045

? Menciptakan Manusia Indonesia yang Unggul
£s
£ 2 Kesehatan untuk semua Pendidikan berkualitas yang merata Perlindungan sosial yang adaptif
c Wn
©
= Pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya
7 Membawa Indonesia keluar dari Middle Income Trap
£ E
52 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
% o
C X
"_E - Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Penerapan Ekonomi Hijau Transformasi Digital
Menciptakan Layanan Publik Berkualitas dan Inklusif, serta Masyarakat Sipil Partisipatif
Layanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif
Kelembagaan dan Regulasi yang . ; : . _ _

i . Manajemen Meritokrasi Manajemen ASN Relasi Pemerintah dan
7 o FIERES IS SR A EEIT Talenta dan Integritas Strategis Masyarakat Sipil
€5 efektif dan adaptif Taat Asas & &
]
O x
v ©
c = - —
g — | akse\ell'raﬂsilr;:]e[r)r;argfaagait:gkaa?llkasl | | percep:::‘g(ejr;ireas;?:n satu | I talenta digital ASN I I literasi digital masyarakat I percepatan

pembentukan

Pembentukan Lembaga Publik Pelaksana
Percepatan Transformasi Digital Pemerintah

regulasi yang adaptif

| percepatan pembangunan

pusat data nasional | | peningkatan keamanan siber |

Transformasi layanan pemerintah berbasis digital Percepatan kesiapan digital

Transformasi Digital Pemerintah

Landasan Transformasi

Kerangka Implementasi Transformasi

Transformasi Tata Kelola sebagai
bagian penting
Transformasi Indonesia

merupakan amanat pelaksanaan
UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Arah pembangunan Transformasi Tata Kelola:
Regulasi dan tata kelola yang berintegritas
dan adaptif.

Terdiri dari:

NouhlhwnN=

Layanan pemerintah

Kelembagaan yang efektif

Proses bisnis yang adaptif

Manajemen talenta

Meritokrasi dan integritas

Manajemen ASN strategis

Relasi pemerintah dan masyarakat sipil

8. Transformasi digital pemerintah

3 amanat tertulis dalam RPJPN 2025-2045:

Percepatan kesiapan digital melalui
percepatan pembentukan regulasi yang
adaptif, mendukung penguatan relasi
pemerintah dan masyarakat sipil serta
Transformasi Layanan Pemerintah
Berbasis Digital



panrb RPJMN 2025-2029 telah berisikan Program Prioritas Pemerintah Digital
direncanakan secara terpadu dalam mendukung target pembangunan nasional

PSN #37 - Koordinator KemenPANRB

Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025 - 2029 | )

“Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu”
— ~——

Peran Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan: ] .. .. ] ) ..

Visualisasi program prioritas dan PSN terkait Pemerintah Digital dalam

Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data RPJMN berupa Digital Public Infrastructure (DPI) dan Use Case Prioritas
pemerintah yang terpadu, sehingga pengelola program perlindungan social

dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Didukung kebijakan Satu Data Indonesia Pemerintah Digital mewujudkan kesuksesan program prioritas ESe]E] (MBG,

(SDI) untuk memastikan penyaluran manfaat kepada kelompok yang PKG, Koperasi MP, DTSEN, Tax Ratio, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dll)
membutuhkan secara efisien.

p intah digital b dal ivtakan ikli h kondusif #1 Pengentasan #2 Layanan #3 Administrasi #4 Penerimaan #5 Layanan
emerl.n ah digl a. erperan &_]?m menciptakan 1kiim usaha yang kondusi Kemiskinan Berusaha Pemerintahan Negara Siklus Hidup
berbasis teknologi. Proses perizinan yang transparan, cepat, dan akurat

Cth: Data Tunggal Sosial Cth: Perizinan Berusaha Cth: e-procurement, Cth: Sistem Perpajakan, Cth: Identitas Digital
dan Ekonomi Nasional (OSS), Layanan e-ASN, e-arsip, e-kinerja, PNBP Terpadu, MBG, PKG,

mendorong investasi baru, meningkatkan daya saing ekonomi, dan membuka
lebih ba nyak pe|uang kerja bagi masyarakat_ (DTSEN), Perlindungan Pertanahan dan e-voting Digitalisasi Pembelajaran

pengadaan barang/jasa. &&‘ mcmecGn

‘YOOI TO06 u@"  \ LKPP

porwb

Modernisasi teknologi sistem perpajakan dapat memberikan banyak manfaat dan K/L terkait lainnya... dan K/L terkait lainnya... dan K/L terkait lainnya... dan K/L terkait lainnya... dan K/L terkait lainnya...

serta terintegrasi dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam @ @ @ W s @ @ . A W= @ @ &

sebagai upaya meningkatkan rasio pajak, meminimalisasi penghindaran dan " " ” " "
penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. “ m m m m
Pemerintah digital berperan sebagai pengungkit pembangunan melalui

transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di
setiap tahap kehidupan. Melalui pengembangan platform layanan publik Pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai enabler keterpaduan

terpadu, pemerintah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan A
penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Sistem yang terintegrasi ini Tt o
memastikan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif, sehingga Digital Identity Data Exchange Digital Payment

berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat.

Sosial
. o N o o . . . kait: K/ kait: K/ kait: K/L terkait: K/ kait:
@ Sistem pengadaan berbasis elektronik yang lebih baik dan maju, sistematis, Kt Listan Lierkal il L totiatt

Sinkronisasi Fokus/Use Case Prioritas




Pembangunan nasional perlu mengadopsi praktik terbaik dalam
tata kelola sektor publik.

: : ‘ : Dalam hori ikir luas li
Birokrasi yang lincah (agile) @ b:t:;n(th?rzzgggcergs)w Has litas

° @ Pengambilan keputusan berbasis
: bukti (evidence based)

Adaptif, bervisi melampaui

zamannya (thinking ahead), secara
terus menerus (thinking again)

RPJMN 2025- 2029 menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan penurunan kemiskinan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta

berkelanjutan.

didukung dengan data terintegrasi
(integrated big-data)

Diperlukan fondasi yang kokoh melalui reformasi
birokrasi yang menyeluruh, didukung transformasi

digital sebagai elemen kunci.

program pemerintah digital diharapkan tercipta fondasi yang kuat untuk
mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik. Dengan
teknologi yang andal, data yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia
yang tinggi, serta layanan publik yang modern,pemerintah digital memberikan
kontribusi nyata pada pencapaian tujuan utama pembangunan

nasional

Penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi
langkah utama meliputi penyusunan kebijakan
digital yang terintegrasi, pengembangan arsitektur
sistem digital pemerintahan, dan evaluasi
berkelanjutan atas kinerja sistem yang ada

pembangunan sumber daya manusia yang
kompeten dan berbudaya digital menjadi aspek
fundamental, dengan fokus pada pelatihan berbasis
teknologi, dan pengelolaan layanan digital secara
profesional.

Transformasi digital layanan publik

dalam pemerintah digital diarahkan untuk
meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan
kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis
seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan
berusaha. Layanan ini dirancang agar cepat, tepat,
dan terjangkau

ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.
Data yang terintegrasi dan saling terhubung
antarinstansi menjadi dasar pengambilan kebijakan
berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang
lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih
ketat.



& panrb Program Prioritas (PP) Pemerintah Digital di RPJMN 2025-2029

EEEEEEEEEEEE

5 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital
Penguatan Teknologi Pemerintah Digital
Pengembangan Budaya dan Kompetensi Digital ASN
Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

bl e

Pemerintah Digital

Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu
sehingga pengelola program perlindungan sosial dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Didukung
oleh kebijakan Satu Data Indonesia untuk memastikan penyaluran manfaat kepada kelompok
yvang membutuhkan secara efisien.

Pemerintah digital berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi.
Proses perizinan yang transparan, cepat, dan akurat mendorong investasi baru, meningkatkan
daya saing ekonomi, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

Sistem pengadaan berbasis elektronik yang lebih baik dan maju, sistematis, serta terintegrasi
dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa.

Modernisasi teknologi sistem perpajakan dapat memberikan banyak manfaat sebagai upaya
meningkatkan rasio pajak, meminimalisir penghindaran dan penggelapan pajak, serta
mendorong kepatuhan wayjib pajak.

Pemerintah digital berperan sebagai pengungkit pembangunan melalui transformasi layanan
publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan. Melalui
pengembangan platform layanan publik terpadu, pemerintah mempermudah akses masyarakat
terhadap layanan penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Sistem yang terintegrasi ini
memastikan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif, sehingga berkontribusi
langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.



PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS! BIROKRAS!

lotwpadvondata T amiemendiian sumborda

Indikator

PP 07.10 Pemerintah Digital

Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025 - 2029

Panr® - program Prioritas (PP) Pemerintah Digital di RPJMN 2025-2029

Sasaran: Terwujudnya Pemerintahan berbasis
Digitalisasi yang Transparan, Inklusif dan Efisien

KP.07.10.01 Penguatan Tata
Kelola Pemerintah Digital

pemerintahan digital yang
transformatif

Indikator:

1.  Jumlah Kebijakan
Pemerintah Digital yang
ditetapkan

2.  JumlahLembagayang
menerapkan arsitektur
pemerintah digital

ProP:

1. Kebijakan Pemerintah
Digital

2. Kedaulatan Sistem
Pemerintah Digital

3. Evaluasi Kinerja
Pemerintah Digital

4. Pengembangan Proses
BisnisTematik dalam
ArsitekturPemerintah
Digital

Stakeholders Terkait:

g&;ﬁ:panrbg .-;:. i,ﬁ@

Sasaran: Terwujudnya tata Kelola

v

KP.07.10.02 Penguatan
Teknologi Pemerintah Digital

Sasaran: Tersedianya teknologi
pemerintah digital yang
berkualitas dan tangguh

Indikator:

1. Persentasiinstansi K/L/Prov
yang terhubung dengan JIP

2. Persentase K/L/D yang
mengimplementasikan
SPLP

ProP:

1. Penguatan Infrastruktur
Pemerintah Digital

2. Penguatan Aplikasi
Pemerintah Digital

3. Penguatan Keamanan
Siber Pemerintah

Stakeholders Terkait:

O

v

KP.07.10.03 Pengembangan
Kompetensi dan Budaya Digital

Sasaran: Terwujudnya ASN yang
berkompetensi dan berbudaya
digital dalam pelaksanaan
pemerintah digital

Indikator:
1. Persentase ASN dengan
kompetensi digital optimal

ProP:

1. Pengembangan Budaya
Digital ASN

2. Peningkatan Kompetensi
dan Kapasitas Digital
ASN

3. Peningkatan Kompetensi
ASN Pengelola Layanan
Digital

Stakeholders Terkait:
&g panrb (uanm

v

KP.07.10.04 Transformasi Digital
Layanan Publik Prioritas

Sasaran: Terselenggaranya
layanan digital pemerintah yang
berkualitas

dan terpadu

Indikator:

1.  Jumlah layanan publik
prioritas yang terintegrasi
dalam portal pelayanan
publik

ProP:

1. Pengembangan Layanan
Publik Prioritas berbasis
Digital

2. Penguatan Tata Kelola
Layanan Perizinan
Berusaha

3. Penguatan Layanan
Administrasi
Pemerintahan

4. Transformasi Pelayanan
Pertanahan

Stakeholders Terkait:

W panrb {:.

y

KP.07.10.05 Penguatan

Ketersediaan dan Pemanfaatan

Data

Sasaran: Tersedianya data
pemerintah yang dapat
dimanfaatkan untuk
interoperabilitas dan lintas
Instansi yang mendukung
layanan digital nasional

Indikator:
1.

Persentase cakupan Peta
Dasar Skala Besar untuk
Wilayah Indonesia
Persentase Simpul Jaringan
Informasi Geospasial
dengan Kinerja Unggul
Persentase IGT yang
termanfaatkan

Nilai Indeks Satu Data
Indonesia

ProP:

. Tata Kelola Data

2. Penguatan dan

Pemanfaatan Data
Kependudukan

3. Peningkatan Akses dan

Pemanfaatan Informasi
Geospasial Tematik

4. Penyedisan Peta Dasar

Skala Besar

Stakeholders Terkait:

B &, @ 40



dalam
PENGEMBANGAN LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH TERPADU

. . . k\k\
Transformasi Digital %ﬁ nﬂ
Pemerintah [{3/ @

Masyarakat harus mengakses berbagai
aplikasi/mengunjungi berbagai lokasi satker

Proses layanan yang masih kompleks,
panjang & tidak transparan

Kebutuhan “fotocopy KTP[dokumen” untuk
mendapatkan layanan

Pengisian data yang berulang kali untuk
mengakses layanan

KONDISI SEHARUSNYA

Layanan terpadu di 1 Portal digital maupun lokasi
fisik/agen/mekanisme yang mudah dijangkau
(mini-MPP/warung/kios layanan terpadu)

Proses yang simpel, cepat, mudah, &
transparan (User centric)

Tidak perlu fotocopy KTP/dokumen, cukup
gunakan identitas digital atau biometrik
(Digital ID-Identitas Digital Terpadu)

Satu kali isi data untuk berbagai layanan
(Once-only principle)

Pemanfaatan berbagi pakai data lintas sektor, termasuk

pemanfaatan data geospasial untuk berbagai layanan pemerintah




panrb PERUBAHAN PARADIGMA
e E=GOVERNMENT — DIGITAL GOVERNMENT

id.EA
(indonesia Enterprise Architecture)

_______________ [ J

Melalui pemanfaatan Arsitektur SPBE, . e-Government

pemerintah Indonesia dapat melompat fase
digitalisasi administrasi pemerintahan,

menuju fase GOVTech

. Layanan berbasis user
& penyediaan oleh
instansi

. . Layanan inklusif berbasis Citizen
; Centric, berbasis outcome

elektronik, masih
terdapat kegiatan fisik

i 3. Sistem Pemerintah yang sederhana,
efisien, & transparan

I
I
I
1
I
I
!
i 2. Implementasi Transformasi Digital !
I
1
I
I
1
|

I

i i
i i

i i

i i

I 1

i 2. Layanan berbasis i secara Nasional (Government-Wide)
I 1

i i

i i

i i

g

3. Interoperabilitas Sistem
L._.Informasi _ _ _ _ _ _ _ -

Fase digitalisasi
Indonesia

Indonesia

s ' @palm_ur_hand
, Digital Government !

. 1. Desain prosedurlayanan

___________________________ berbasis digital
. Analog
. Government ! centric

P . 3. Data-driven policy

|

|

! . e

i 2. Layanan bersifat citizen
|

|

' 4. Proaktif layanan

|

I
I
1
I
I
1
I
i
i
I
I
I
. |
Source: World Bank, based on the OECD'’s presentation of digital transformation in Digital Government Studies ._._administrasipemerintah i




Visi Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Fokus ke kebutuhan masyarakat, PRAKTIK BAIK INTERNASIONAL NEGARA HADIR KAPAN
bukan kewenangan instansi. PORTALLAYANAN PUBLIK ESTONIA PUN, DI MANA PUN

Menu di portal layanan publik
sangat jelas dan praktis:

- layanan apabila sakit,
layanan untuk menikah,
langkah mengganti alamat,
layanan apabila di PHK,

_ Transformasi masif layanan
dsb Y k'n
negara dengan teknologi digital.
Pemerintah perlu mewujudkan layanan yang berorientasi pengguna (user centric)
m Proaktif, personal, dan terpadu, dari lahir sampai meninggal (siklus hidup)
Melahirkan Mendaftar Memasuki Mengendarai atau Memulai Mencari
Anak Sekolah Perguruan Tinggi Memiliki Kendaraan Berusaha ¢’ Pekerjaan
. . Layanan
@ Partisipasi Masyarakat @ Informasi dan Layanan Umum Perllndung:f\n Sosial @ Administrasi
yang adaptif ; Pemerintahan

e A e @ @ @
Masa Tua dan Mengalami Mengajukan Membeli dan Memiliki eTransportasi Melangsungkan
Tutup Usia sakit Perceraian Tempat Tinggal dan Berpergian Pernikahan

.

Interaksi aktif masyarakat/user dalam penyelenggaraan layanan publik
(Open Government for Governance 5.0)




Sasaran

Tahapan

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (GDRBN) 2025-2045

World Class
Bureaucracy 2045

Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia
untuk Mendukung Visi Indonesia EMAS 2045

2. Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi untuk
Mengatasi dan Mengantisipasi Tantangan Global
(global megatrend)

3. Mewujudkan Budaya Birokrasi yang Berintegritas
dan Melayani untuk Membangun Kepercayaan
Masyarakat

1. Meningkatkan Kolaborasi Birokrasi untuk
Mewujudkan Pembangunan Nasional

Terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan
(human-based) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan & berkelanjutan
Indikator:
1. Indeks Reformasi Birokrasi; 2. Government Effectiveness Index; 3. Regulatory Quality; 4. Control of Corruption; 5. E-Government Development Index; 6. GovTech Maturity Index;
7. Corruption Perception Index; 8. Public Integrity Indicators; 9. Global Innovation Index; 10. Human-centered Public Services Index.

2. Terciptanya aparatur negara yang
kompeten dan berkinerja tinggi
berdasarkan sistem merit

4. Terbangunnya kapabilitas
kelembagaan berkinerja tinggi yang
berbasis jejaring dan lincah

3. Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang
Beretika dan Inovatif

5. Terwujudnya Pelayanan Publik yang

Berkualitas dan Inklusif

1. Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah

Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

2030-2034

[Whole-of-Governancej

2025-2029 2035-2039 2040-2045

[ Digital Governance j [Platform Governance] [

Menuju Human-Based Governance

Human-Based
Governance




Penguatan Tata Kelola
birokrasi agar besarnya
anggaran kemiskinan
berdampak optimal pada
penurunan kemiskinan, serta
peningkatan kualitas layanan
siklus hidup kepada
masyarakat

Cara kerja kolaboratif dalam
penyelesaian akar masalah
pengelolaan program
kemiskinan.

24 panrb Prioritasi
s REFOPINASE Birokrasi Tematik 2025-2029

Penguatan Tata Kelola
birokrasi agar terjadi
penyederhanaan proses bisnis
layanan berusaha dan
kemudahan layanan publik
untuk dunia usaha

Dukungan terhadap
kemudahan investasi.

Penguatan Tata Kelola
birokrasi agar terjadi
efektivitas penerimaan negara
dan efisiensi belanja publik,
serta peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada
masyarakat

Dukungan terhadap nilai
tambah ekonomi.

BerAKHLAK #bm%'?ay:n.

Harmonis Loyal Adcpu Kolaboratif

Penguatan tata kelola
birokrasi terhadap Program
Prioritas Presiden.

Contoh: Swasembada pangan,

energi, air dan ekonomi;
Makan Bergizi Gratis.

Transformasi digital pemerintah berbasis arsitektur pemerintah digital menjadi

bangsa

pilar bagi program Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi
Masyarakat, dengan prioritas utama: 1. Pengentasan kemiskinan, 2. layanan
berusaha, 3. administrasi pemerintahan, 4. penerimaan negara, dan 5. layanan
digital siklus hidup.

Arsitektur
Pemerintah
Digital

> bangga
BerAKHLAK melayani
T e bangsa
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Sasaran

Tahapan

o
p

STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL 2025-2045

Terwujudnya Pemerintah Digital untuk Mendukung
Visi Indonesia Emas 2045

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
transformatif melalui pemanfaatan teknologi digital dan
keterpaduan data

Terwujudnya pemerintah digital yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan terpadu untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, mewujudkan administrasi pemerintahan

2. Mengembangkan transformasi digital pemerintah yang
kolaboratif dan berorientasi pengguna

3. Meningkatkan penguatan sistem digital yang
terintegrasi dan tepercaya, yang adaptif, inovatif, serta
memiliki kemandirian sumber daya

terintegrasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan dan
berkelanjutan.
Indikator: 1. Indeks Pemerintah Digital; 2. E-Government Development Index; 3. World Digital Competitiveness Ranking 4. Government Effectiveness Index; 5. Control of Corruption;
6. GovTech Maturity Index; 7. Corruption Perception Index; 8. Public Integrity Indicators; 9. Global Innovation Index; 10. Human-centered Public Services Index.

2. Peningkatan Budaya dan Kompetensi Digital

Aparatur Sipil Negara

3. Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data
untuk Mendukung Pemerintah Digital

4. Penguatan Teknologi Digital untuk Transformasi

Layanan Pemerintah

1. Penguatan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen Transformasi Digital Pemerintah

Tahap 1: Tahap 2:
2025-2029 2030-2034
RPJPN [ Penguatan Transformasi j [ Akselerasi Transformasi j
GDRBN [ Digital Governance j [ Whole of Governance j
Pemdi Tata Kelola Pemerintah Digital s'?:tt:r'::‘l‘_g:'ii;'e;‘:a“;?gg;‘la_;'erp“;t‘;‘;; ]

Tata kelola pemerintahan yang
transformatif melalui pemanfaatan
teknologi digital dan keterpaduan data
yang dapat diandalkan

Tata kelola pemerintahan yang berbasis
jejaring dan kolaboratif antar-instansi
pemerintah

Tahap 3: Tahap 4:
2035-2039 2040-2045
[ Ekspansi Global j Perwujudan Indonesia Emas
[ Platform Governance j Human-Based Governance

Pemerintah Digital sebagai Fondasi . .
[ Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ] RemeinelnvanelRmage
Pemerintah Terpadu untuk wujudkan Transformasi Pemerintah terpadu yang humanis, berbasis
Indonesia, melalui pemanfaatan sistem digital yang  pada inklusifitas, personalisasi, dan masyarakat
terintegrasi dan terpercaya, yang adaptif, inovatif, Indonesia yang berdaya menuju Indonesia yang
serta memiliki kemandirian sumber daya berdaulat, maju, berkeadilan dan berkelanjutan
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KEMENTERIA

DAN REFORMASI BIROKRAS|

NASIONAL |

Grand Design

| Reformasi Birokrasi Nasional
Rencana Pembangunan I
|

Jangka Panjang Nasional
(20 Tahun)

Tarnsformasi Sosial dan
Transformasi Ekonomi, dil

2025-2045

Transformasi Tata Kelola
Pemerintah / Birokrasi

UU 59/2024
RPJPN 2025-2045

panrb Keselarasan GDRBN, RMRBN, dan RARBN dengan
== ... ArahPerencanaan Pembangunan Nasional serta Penyediaan Anggaran

Instansi Pembina Bappenas

Instansi Pembina KemenPANRB

Instansi Pembina Kemenkeu

MIKRO**

*K/L Meso dapat menyusun GDRB dan RMRB **K/L Mikro menetapkan target RB di Rencana Strategis
bidangnya bila dibutuhkan, dengan mengacu

pada GDRBN dan RMRBN

dan Rencana Kerja K/L

)
Yo
GDRB K/L &

Meso

Contoh: Per-instansi Tim Koordinasi SPBE
Nasional akan Menyusun desain sesuai
dengan lingkup kewenangan

Pemanfaatan data Geospasial pada K/L/D

Rencana Pembangunan J
angka Menengah Nasional
(5 Tahun)

Tarnsformasi Sosial dan

R PJ M N Transformasi Ekonomi, dil

Transformasi Tata Kelola
Pemerintah / Birokrasi

Perpres 12/2025
RPJMN 2025-2029

Rencana Kerja Pemerintah

Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
Sasaran 4

Sasaran 5

Contoh: Sasaran 1
Transformasi Digital
Pemerintah

Road Map
Reformasi Birokrasi Nasional
2025-2059

Contoh: Per-instansi mengembangkan dan
menyelenggarakan layanan digital instansi, menjadi
bagian dari Layanan Digital Nasional

Rencana
Strategis
K/L

[ewit

RMRB K/L Meso/Mikro

PK K/L Berjenjang Monev Berkala

(Jangka Pendek — 1 Tahun)

Tarnsformasi Sosial dan
Transformasi Ekonomi, dil

RKP

Transformasi Tata Kelola
Pemerintah / Birokrasi

Rencana
Kerja

Keuangan

DIPA K/L Mikro LPJ Tahunan

Keuangan

RKA K/L Mikro

Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi Nasional
Per-Tahun

Sasaran 1

Diturunkan ke setiap K/L/D

Agenda 4

Contoh: Sasaran 1 Transformasi
Digital Pemerintah, dengan 4 agenda

RARB K/L Mikro

RARB K/L Meso Monev RARB

" pemerintah Digital

Contoh: Per-instansi Tim Koordinasi SPBE
Nasional akan Menyusun desain sesuai
dengan lingkup kewenangan

Contoh: Per-instansi menerapkan kebijakan
Pemerintah Digital dan melakukan evaluasi melalui
Indeks SPBE / Pemerintah Digital
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KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL TIDAK HANYA TENTANG INTEGRASI SISTEM,
MELAINKAN MEMBAWA DAMPAK YANG NYATA UNTUK MASYARAKAT INDONESIA

Setiap instansi pemerintah, harus hadir dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat dengan menjadi
bagian dalam layanan digital pemerintah yang proaktif, personal, dan terpadu

o Melahirkan e Mendaftar
Anak Sekolah

1. Layanan Kesehatan (Asuransi 1. Prosedur syarat pendaftaran
untuk Ibu Hamil, Imunisasi SD, SMP, dan SMA/SMK
dan Vaksin Anak, Konsultasi 2. Kurikulum dan syarat
Ibu Hamil, Menyusui, dan kelulusan SD, SMP, dan
Melahirkan) SMA/SMK

2. Pelayanan Sosial dan 3. Daftar sekolah berdasarkan

Keuangan (Bansos PKH, daerah beserta akreditasi
pendaftaran penitipan anak) 4. Program pembiayaan
3. Administrasi Kependudukan Pendidikan (KJP, KJP Plus, PIP)

OBO®

Start

IDENTIFIKASI TARGET LAYANAN SPBE PRIORITAS
LIFE JOURNEY UNTUK PENGEMBANGAN
DI 2025 - 2029

End
Masa Tua dan : :
@ Tutup Usia m Mengalami sakit
1. Administrasi Kematian dan 1. Prosedur berobat dengan
Pemakaman (Izin BPJS Kesehatan
Pemakaman, Akte Kelahiran) 2. Pencarian fasilitas 2
2. Asuransi dan Keuangan kesehatan berdasarkan 35
Terkait Kematian (Non-Aktif daerah
BPJS Kesehatan dan 3. Pencarian dokter spesialis 4.
Ketenagakerjaan) berdasarkan daerah
3. Administrasi Non Aktif Pajak 4. Layanan perawatan lansia

@ @ @®

9 Memasuki
Perguruan Tinggi

1. Daftar perguruan tinggi dan

jurusan beserta akreditasi

. Prosedur dan syarat

mendaftar perguruan tinggi

. Program Kampus Merdeka

. Program Merdeka Belajar

. Program Beasiswa Bidik Misi

. Program Beasiswa LPDP

Pembiayaan Pendidikan (PIP)

, Partisipasi
P/ Masyarakat

N

Nounhsw

Mengajukan

Perceraian
Prosedur dan syarat
pendaftaran perceraian
Penerbitan akta perceraian
Perubahan data KTP
setelah bercerai
Mendaftar NPWP setelah
bercerai

.@ panrb ({} @

1. Partisipasi pada pemilihan umum (e-voting)

2. Pengaduan terhadap layanan pemerintah dan informasi
kedaruratan (kejahatan, keamanan dan ketertiban)

3. Mendiskusikan isu lokal inisiatif warga

Mengendarai atau
Memiliki Kendaraan

Memulai
Berusaha

1. Prosedur dan syarat 1. Online Single Submission
mendapatkan SIM Risk Based Analysis

2. Prosedur perpanjangan SIM 2. Layanan kepada dunia

3. Prosedur dan syarat usaha meliputi pembuatan
mendapatkan SIM badan hukum, perizinan
Internasional berusaha, dan perizinan

4. Informasi rambu lalu lintas lainnya.

5. Informasi dan prosedur tilang 3. Pelaporan pajak badan
dan pelanggaran lalu lintas usaha

6. Prosedur perpanjangan STNK,

BPKB @

Tsunami, Bencana, Risiko Bahaya.

Membeli dan Memiliki
Tempat Tinggal

Transportasi
dan Berpergian

1. Jenis sertifikat kepemilikan
tempat tinggal

2. Prosedur dan tata cara
membeli tempat tinggal

3. Prosedur mendapatkan
IMB/PPBG

4. Informasi pinjaman KPR

'

1. Layanan Transportasi dan
Informasi Perjalanan

2. Paspor dan Visa (Prosedur,
Perpanjangan, Pendaftaran)

3. Kedutaan dan Konsulat
(Alamat, Kontak KBRI dan
Kedubes Negara Lain)

@)@

Informasidan "
@‘ Layanan Umum .N@ | o M TR JJ

Mencari
Pekerjaan

1. Cari Kerja dan Persiapan
Kerja (Mencari Pekerjaan,
Prakerja, kartu kuning,
rekrutmen CASN)

2. Asuransi Kesehatan dan
Ketenagakerjaan (BPJS
Kesehatan, BPJS
Ketenagakerjaan)

3. Administrasi Keuangan

4. Kebijakan Kesejahteraan
Pegawai dan PHK

S=®@

=0 ® vz

—
BMKG «ktsom-7 BNPB

VMBG

1. Berita, Radio, ljin Produk, Cuaca, Iklim, Kualitas Udara, Gempa Bumi,

2. Layanan Kelistrikan (PLN Mobile) dan Bahan Bakar (MyPertamina)

Melangsungkan
Pernikahan
1. Prosedur syarat nikah
muslim
2. Penerbitan akta perkawinan
non muslim
3. Penerbitan KK setelah
menikah
4. Perubahan data KTP setelah
menikah

S
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panrb Pemetaan layanan prioritas untuk menjawab kebutuhan pengguna(1/2)

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS! BIROKRAS!

Analisis awal calon Inisiatif Strategis Pemerintah Digital dari berbagai dokumen perencanaan dan arahan

Melahirkan Mendaftar Memasuki Mengendarai atau Memulai Mencari
Anak Sekolah Perguruan Tinggi Memiliki Kendaraan \ Berusaha \ Pekerjaan

T D — b &

Partisipasi Masyarakat @ Informasi dan Layanan Umum @ Perlindungan Sosial yang adaptif Layanan Administrasi Pemerintah
End BN I T
@ Masa Tua dan Mengalami Mengajukan Membeli dan Memiliki ° Transportasi Melangsungkan
\ Tutup Usia \ sakit Perceraian Tempat Tinggal \ dan Berpergian k Pernikahan
Inisiatif Strategis Inisiatif Strategis

Konsultasi Ibu Hamil e Layanan Layanan e Penerbitan akta e Layanan Pendaftaran
! Menyusui dan Melahirkan Telemedicine rekam medis 6 Layanan pernikahan/ perkawinan non muslim Pernikahan
Pencarian Faskes oK Pemeriksaan Aplikasi " perceraian @ Layanan Pendaftaran @ Penerbitan Akta
dan dokter spesialis 11 esehatan Gratis Perceraian Perceraian

1. Layanan kesehatan untuk semua

0 Informasi Kurikulum; syarat Pendaftaran SD, 7. Layanan perijinan berusaha * 0SS * Layanan pembuatan badan hukum,
kelulusan SD, SMP, dan SMA/SMK SMP, dan SMA/SMK RBA

perizinanan berusaha, dan perizinan lainnya
Informasi Perguruan Tinggi ° Pendaftaran * Sertifikasi . .
dan Jurusan Akreditasi Perguruan Tinggi Guru PPG S’ngle Ident’ty Number

) L{  Platform Digital 0 Beasiswa (LPDP/ e Penyetaraan 8. Layanan administrasi kependudukan Surat Akte e e [ L
Sekolah Bidik Mlsl) ljazah LN dan catatan sipil Kelahiran Kelahiran Keluarga

2. Layanan Pendidikan berkualitas

* Makan Bergizi * Bansos Layanan Penghapusan utang e Pembuatan ° Penerbitan KK Perubahan KTP
Gratis (MBG) usaha UMKM dan Usaha Tani KIA setelah menikah setelah menikah
3. Layanan perlindungan sosial yang Program pembiayaan BPJS: Asuransi Kesehatan, @ el LS Perubahan KTP @ AR
" adaptif Pendldlkan (KIP, KIP Plus, PIP) Ketenagakerjaan, dan Ibu Hamil setelah bercerai setelah bercerai Kematian

@ AsuransiTerkait Q Layaqan @ 9. Lavanan imierasi a Paspor dan Visa Portal Konsulat (Informasi
Gl (e T 1> DesaMP ’ v g (Perpanjangan, Pendaftaran) Perwakilan Indonesia)

4 Layanan ketenagakerjaan melalui ° Prakerja dan Layanan e Kartu e Layanan Kesejahteraan Pelaporan pajak ¥Ws& Administrasi Keuangan .
" Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) Lowongan Kerja Kuning dan PHK ®  badan usaha 6 (NPWP, PPh) Sistem

10. Layanan perpajakan

Perpajakan
. Layanan Penggambungan dan Modern
g | o g | Lerpanjang 8 Frosedur SIF 14 |nformasi PBB $ Pemisahan NPWP
Layanan penerbitan SIM Online/Surat Online SIM Online Internasional Online
BPKB a Informasi rambu e Pelanggaran lalu 8 STNK dan
lalu lintas ‘ lintas (e-Tilang) BPKB

DA Pembayaran 5 & Administrasi Non Aktif Pajak
14 Digital (DPI) 3 dan Keuangan (NPWP)

Layanan perlindungan anak dan @ Layanan Rujukan Akhir Korban
" perempuan Kekerasan Anak dan Perempuan

Referensi RPJPN 2025-2045 (20 Tahun) + Digital Public Infrastructure
| Referensi RPIMN 2025-2029 (5 Tahun) % Fokus Presiden/Asta Cita




panrb Pemetaan layanan prioritas untuk menjawab kebutuhan pengguna(1/2)

Analisis awal calon Inisiatif Strategis Pemerintah Digital dari berbagai dokumen perencanaan dan arahan

Melahirkan Mendaftar Memasuki Mengendarai atau Memulai Mencari
Anak Sekolah Perguruan Tinggi Memiliki Kendaraan A Berusaha A\ Pekerjaan

DAN REFORMAS! BIROKRAS!

@ Partisipasi Masyarakat @ Informasi dan Layanan Umum @ Perlindungan Sosial yang adaptif L Layanan Administrasi Pemerintah
End HEN ) 6 |
e Masa Tua dan Mengalami Mengajukan Membeli dan Memiliki e Transportasi Melangsungkan
N Tutup Usia A sakit A\ Perceraian A Tempat Tinggal A dan Berpergian k Pernikahan
Inisiatif Strategis Inisiatif Strategis

‘___________________~

l . _ o Inform§3| Cuaca, Ikl|.m., Kualitas Udara,Qempa Buml, \ 19. Layanan Manajemen ASN M e
12 Layanan informasi dan deteksi dini Tsunami, Bencana, Risiko Bahaya berbasis Geospasial

\ " bencana berbasis geospasial g Layanan Tanggap ’
= Penanganan Bencana p 20. Layanan Pusat Data Nasional | 16  Pusat Data Nasional (Infrastructure as a Service)

N s T e S e .

Layanan digital data terbuka . | Sistem Penghubung Layanan
13. i Satu Data Indonesia ) i
pemerintahan 14 16 Pemerintah (DPI) . . a Sertifikat Elektronik e ST YATe]
27 Layanan Keamanan, Siber, Sandi, Keamanan
e Prosedur Sertifikasi ° Prosedur Sertifikasi Perizinan Obat " dan Sinyal Layanan
14 Layanan produk halal dan produk Halal Reguler Halal Reguler Gratis dan Makanan e Penetration Test
" obat dan makanan tersertifikasi Layanan Informasi @ Layanan - =
Obat dan Makanan Pengawasan Produk 2. Layanan Keberlangsungan a Business Cpntlnmty @* CSIRT
Layanan Digital Service
Administrasi Hukum Single Prosecution ” -
15. Layanan Hukum Masyarakat . Sertifikat kepemilikan Prosedur dan tata cara
dan Warisan System ] . . 9 . .
tempat tinggal Digital membeli tempat tinggal
— 23. Layanan Pertanahan
16. L bsidi tepat Layanan Kelistrikan Prosedur mendapatkan L Rumah Murah MBR dan Gen
- bayanan subsidi tepat sasaran dan Bahan Bakar o IMB/PPBG °® 7 BPHTB, Layanan FLPP

17. L digital . Konsultasi ° Perizinan 15 Data Subsidi
. Layanan digital pertanian ° Pertanian Online Pertanian Pertanian

13 Layanan Partisipasi e Forum diskusi lokal
pemilihan umum inisiatif warga

24, cinasi *
Layanan Partisipasi Masyarakat @ Pengaduan terhadap layanan pemerintah dan informasi
16 Perencanaan 16 Penganggaran 16 Keuangan kedaruratan (kejahatan, keamanan dan ketertiban)
18 Layanan administrasi 6 Kearsipan (Statis dan Dinamis - Pengaduan
" pemerintahan terpadu termasuk naskah dinas) Layanan
16 Pengadaan 14 i S
Hukum
. _ .. . K
Referensi RPJPN 2025-2045 (20 Tahun) + Digital Public Infrastructure Penerapan Open Government,
| Referensi RPUIMN 2025-2029 (5 Tahun) % Fokus Presiden/Asta Cita mendukung pelaksanaan Open Government Indonesia (OGI)




pantb Konsepsi Modularity and Integration Services = Shared Outcome

KEMENTERIAN

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
s

B © " © o © e © o QO 0 -
e Partisipasi Masyarakat @ Informasi dan Layanan Umum e Perlindungan Sosial yang adaptif e Layanan Administrasi Pemerintah
End HEN 3
Mrutup osia M Tercetaion e ey dan Berpergian M permkanan
- I
S — Konsolidasi Portal Layanan dan
> L3 . . . .
Masyarakat dapat <\ s D'gfta/ . Konsolidasi Customer Services Masyarakat dapat
memulai dari manapun \> erpadu dan memanfaatkan portal
portal layanan yang ~ Sta"darf — layanan terintegrasi
dimiliki oleh instansi, OrmU//',— v dan mendapatkan
akan tetapi dapat berbagai layanan
. Step 1 Step 1 Step 1 Step 1 Step 1
mendapatkan berbagai 2 f P *p P instansi lainnya yang
layanan instansi lainnya v v v telah terintegrasi
\yang terkait Step 2 Step 2 Step 2 Step 2 3 Berbagi Pakai Data j
< y \ - : v ¥ ¥ y
) panrb St N 4 St ; 4 St+ 4 St: 4 2. * : t v
N ef ef =Y f P Step 4 Step 3 Step 4 Step 4 o . \
Kementerian PANRB v Steo s é v v v v Proses bisnis B.ack Office
memiliki peran sentral Step 5 Step 5 Step 5 ep ] Step 5 Step 5 Step 5 Step 5 Iaygnan pemerlr?tah dap.at
dalam pembinaan proses l l i l * * * * sf'allng kola.bora5| n.welalml
pribiindtnsell Il End BN End JER End R End | memanioation Arstektur
melihat secara makro m m:' m] m memanfaatkan Arsitektur
lintas sektor \ Pemerintah Digital
Setiap instansi memiliki proses bisnis masing-masing, dengan dimulai
dari setiap kantor/loket dengan formulir layanan masing-masing

Transformasi Layanan Pemerintah

1. Pemanfaatan tematik proses bisnis, sehingga dimungkinkan proses bisnis instansi dapat saling berkolaborasi dalam membentuk layanan terpadu

2. Mengutamakan proses bisnis yang dimiliki oleh Instansi Pembina sebagai referensi proses bisnis yang digunakan seluruh instansi (contoh: proses bisnis
verifikasi dan validasi data penduduk sebagai user, berada di dukcapil

3. Mengutamakan pemanfaatan formulir atau isian data dengan SOP yang bersifat standar untuk memperoleh layanan, selanjutnya mendorong kantor
layanan bersama baik di internal instansi hingga eksternal lintas instansi, mendorong penerapan Mal/Warung/Kios Pelayanan Publik

4. Fokus pada target pembinaan proses bisnis instansi dengan Target Presiden dan arah Pembangunan Nasional



Kerangka Kerja Arsitektur Pemerintah Digital

Transformasi digital tidak hanya fokus pada digitasi ataupun digitalisasi, tapi memastikan
peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan rakyat

Visi dan Misi
Pemerintah

“Transformasi Digital = Transformasi Efisiensi”
. / Tujuan dan Sasaran Pemerintah \
Peningkatan
efisiensi dan efektivitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

penyelenggaraan pemerintahan

Domain Layanan SPBE ’

Domain Proses
Bisnis

o Domain omain Data dan
Up-Systeming rplkesi " nformasi

Domain
Infrastruktur SPBE

Domain Keamanan SPBE

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Keeterpaduan Instansi Pemerintah

uese33ue3uad uep ueeuedualad uenped.ialas)

l ueyejuliawad ueelsedguajaAuad Upny uep selljigeundy

Manajemen

Tata Kelola

Up-Skilling Re-Skilling ‘ Sumber Daya Manusia Aparatur



dalam kerangka kerja Arsitektur Pemerintah Dlgltal

Setiap K/L memiliki peran yang penting untuk membina domain dalam arsitektur pemerintah digital. Keterpaduan transformasi
digital dimulai dari identifikasi layanan terpadu (proses bisnis, layanan, data dan informasi) yang didukung oleh teknologi digital
yang terintegrasi (aplikasi, data dan informasi, infrastruktur, keamanan) dan berorientasi kemudahan pengguna (user centric)

panrb

Domain 7 Domain ) Domain
Proses Bisnis Layanan Aplikasi

Domain Data Domain
dan Informasi LCEIMEREDR

Pemanfaatan berbagi pakai data
lintas sektor, termasuk Infrastruktur
pemanfaatan data geospasial
untuk berbagai layanan
pemerintah




panrb MODEL INDIKATOR
szt EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Pergeseran fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan (hulu), ke kinerja, implementasi, dampak,
dan kepuasan pengguna (hilir)

Indeks Pemerintah Digital

I I I I I I I
W Mngelolaan dan

i i Kapabilitas d
Strategi dan Rencana | TataKelola dan Manajemen Teknologi Digital AUd'f)-Te-knldog' Keamanan Siber e Pemanfaatan Data
igita Budaya Digital P -
5% 5% 20% 6% 9% 10% dan Informasi
© )
: _ , ) : ! i g 10%
Indikator 1-5 Indikator 6-9 Indikator 10-13 Indikator 14 -16 Indikator 17-20 e TE 6

Indikator 24-27

Keterpaduan Layanan
Digital Pemerintah
15%
Indikator 28-33

|
ﬂpuasan Pengguna

Layanan Digital
Pemerintah

20%
Indikator 34 - 36

.
1. Mewujudkan tata kelola penge 2. Mengembangkan transformasi digftal xemerintah yang 3. Meningkatkan penguatan sistem digital jang
transformatif melalui pemanfaatafi teknologi digital dan kolaboratif dan berorientgsi pengjuna terinteg) asi dan tepercaya, yang adaptif, inoy atif, serta
keterpaduan flata memiliki kemandirian sumber day:.

Terwujudnya pemerintah digital yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan terpadu untuk melayanfmasyarakat dalem setiap as,>ek kehidupai , mewujudkan administrasi »emerint.han
terintegrasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, sertar i partisi @syarakat dalam rangka dur ung Ind ayangb maju, be keadila’: dan
jufan.
Indikator: 1. Indeks Pemerintah Digital; 2. E-Government Development Index; 3. World DigitalflCompetitiveness Ranking -« Governn.=nt Effective ness Index; 5. Control ¢ f Corru stion;
6. GovTech Matlirity Index; 7. Corruption Perception Index; 8. Public Integrity Indic§tors; 9. Global Innovation Index; 10. Human-center.d Public Services Inc 2x.

2. Peningkatan Budaya dan Kompetensi Digital
Aparatur Sipil Negara

3. Penguatan Ketersediaan aan Pemanfaatan Data
untuk Mendukung Pemerintah Digital

4. Penguatan Teknologi Digital untuk Transformasi

Layanan Pemerintah

1. Penguatan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen Transformasi Digital Pemerintah
World Class

Bureaucracy 2045

Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia
untuk Mendukung Visi Indonesia EMAS 2045

Visi

. Terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan 2
Tujuan (human-based) dalam rangka mendukung Indon yang berdaulat, maju, berkeadilan & berkelanjutan
Indikator: 1. Government Eff Ind jo Vi lusi 3
4. E-Govern elopn e m e
2,
Keselarasan Keselarasan §4%
2. Terciptanya aparatur negara yang " . . 4. Terbangunnya kapabilitas " " <3
3. Terb: Perilaku Biroki 5. Te 1d Pel; Publik
Sasaran Kompeten dan berkinea ting erbangunnya Perlaku Birokeas vang [ joragaan beranera tingelyang S T LT dengan GDRBN dengan RPJMN 5
berdasarkan sistem merit berbasis jejaring dan lincah 202 5 2045 2025 2029 .
1. j i Digital i

Pemerintah Digital

e ke, | [N ekt

B A B RES e (global megatrend) Masyarakat . Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital
Penguatan Teknologi Pemerintah Digital
Pengembangan Budaya dan Kompetensi Digital ASN
Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas

Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

54



panrb MODEL INDIKATOR
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Pergeseran fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan (hulu), ke kinerja, implementasi, dampak,
dan kepuasan pengguna (hilir)

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS! BIROKRASI

Indeks

Pemerintah Digital |

| | | | | !w | ﬂ | |
r B r B Kapabilitas dan o 'Keterpaduan Layanan

” . —
Strategi dan Rencana TataKelola dan Manajemen Teknologi Digital GO UL Keamanan Siber Pemanfaatan Data

uasan Pengguna

#24. Pemanfaatan data Geospasial

n - . R Layanan Digital
- = 20% DI6B:/ta| 9% Budazg;)lgltal N am— Digital I;:r;erlntah I'-Yemerintgh
. . . ° . o o, o o
nelieterts neliatere nelietorio? Indikator 1416 nketer i [0 ip2De22 Indikaltgf24-26 Ielleliei e Indikatzc())r/o33 -35
%‘f i panrt tk | k{:. ‘:P e L ;‘&{ G A ) prreé @ ponrt
_ _ | " _

. TK Strategi . TK Skalabilitas 10. TK 14. TK 17. TK Keamanan 20. TK Penerapan 23. TK Penerapan 27. TK Pemanfaatan 33. Tingkat Kepuasan
Transformasi Koordinasi Internal Pembangunan/Pe Pelaksanaan Siber Kapabilitas Manajemen Data Sistem Pengguna Layanan
Digital Pemerintah Instansi ngembangan Audit 18. TK Penerapan Sumber Daya 24. TK Pengelolaan Penghubung Digital Pemerintah

. TK Inovasi Proses . TK Kolaborasi Aplikasi Aplikasi Kriptografi Manusia Digital Data dan Layanan 34. Tingkat
Bisnis Tematik Penerapan 11. TK Pemanfaatan Digital Nasional untuk 21. TK Kapabilitas Informasi 28. TK Keterpaduan Pemenuhan

. TK Arsitektur Pemerintah Digital Ekosistem Pusat 15. TK Keamanan Kepemimpinan 25. TK Teknologi Layanan AdPem Kualitas Layanan
Pemerintah Digital . TK Penerapan Data Nasional Pelaksanaan Data Digital Digital 29. TK Pemanfaatan Digital

. TK Peta Rencana Manajemen Risiko 12. TK Layanan Audit 19. TK Kapabilitas 22. TK Penerapan Pemanfaatan Portal Nasional 35. Tingkat
Pemerintah Digital dan Jaringan Intra Infrastruktur Penanganan Budaya Digital Data AdPem Pemanfaatan

. TK Keterpaduan Keberlangsungan Pemerintah Digital Insiden 26. TK Pelindungan 30. TK Keterpaduan Layanan Digital
Rencana dan . TK Penerapan 13. TK Pemanfaatan 16. TK Data Pribadi Pelayanan Publik
Anggaran Manajemen Teknologi Baru Pelaksanaan Digital
Pemerintah Digital Layanan Audit 31. TK Pemanfaatan

Keamanan Portal Nasional
Aplikasi dan Pelayanan Publik
Infrastruktur 32. TK Pemanfaatan
Digital Identitas Digital
Nasional
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NEGARA

KONSEP MODEL KRITERIA DAN KONDISI TINGKAT KEMATANGAN
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

(Indikator 24 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi)

Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi akan berfokus pada Penerapan
Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) yang secara faktual telah dimplementasikan terhadap pemanfaatan data Statistik dan
Geospasial oleh IPPD, direpresentasikan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral/Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan
Evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/Indeks Bhumandala.

No Aspek Indikator Bobot Deskripsi 1 - Initiate 2 - Emerging 3 - Developing 4 - Embedded 5 - Leading I:I’I;i“:::sla
24 | Pengelolaan | Tingkat 3% | Kemampuan/kapabilitas dari Kriteria: Kriteria: Kriteria: Kriteria: Kriteria: Kementerian
dan Kematangan Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Data |Instansi Pusat/  |Instansi Pusat/ |Kriteria Tingkat |Kriteria Tingkat | PPN/Bappenas,
Pemanfaatan | Operasional pemanfaatan, pengelolaan dan dan Informasi,  |Pemerintah Pemerintah Kematangan3  |Kematangan4 | BPS, BIG
Data dan Pemanfaatan pengintegrasian data dan informasi |serta Daerah telah Daerah telah telah dipenuhi.  [telah dipenuhi.
Informasi Data dan antar portal lintas sektor yang pemanfaatan mengembangkan |melaksanakan
Informasi mengutamakan berbagi pakai data |data statistik dan |pedoman dan pengelolaan data |Pemanfaatan Optimalisasi
termasuk di dalamnya pemanfaatan |geospasial masih |prosedur untuk  |dan informasi data statistik dan |penyelenggaraan
data statistik (indikator penilaian  |sangat terbatas |pengelolaan data |secara terstruktur |geospasial telah |Satu Data dan
diselaraskan dengan Evaluasi dan dilaksanakan |dan informasi sesuai prinsip optimal dan Satu Peta pada
Penyelenggaraan Statistik Sektoral/ |tanpa pedoman |secara terstruktur |penyelenggaraan |terintegrasi, serta |Instansi Pusat/
Indeks Pembangunan Statistik) dan |dan perencanaan. |dan terencana, |Satu Data dilakukan Pemerintah
geospasial (indikator penilaian namun Indonesia, serta |evaluasi dan Daerah yang
diselaraskan dengan evaluasi Kondisi: pemanfaatan pemanfaatan tindak lanjut memberikan
Jaringan Informasi Geospasial SDI 0 - 30; data statistik dan |data statistik dan |terhadap dampak secara
Nasional/ Indeks Bhumandala), IPS <1,80; dan geospasial masih [geospasial telah |pelaksanaannya |nasional.
sesuai dengan prinsip Satu Data Bhumandala dilakukan diterapkan, secara berkala.
Indonesia, sehingga dapat <1,80 sebagian. namun belum Kondisi:
dimanfaatkan data lintas sektor optimal dan Kondisi: SDI>90-100
dalam penyelenggaraan Kondisi: terintegrasi. SDI>70-90 IPS >4,20 - 5,00;
pemerintahan dan penyediaan SDI >30 - 50; IPS >3,50-4,20; |dan
layanan pemerintah IPS >1,80- 2,60; |Kondisi: dan Bhumandala
Instansi Pemerintah dalam dan SDI >50 - 70; Bhumandala >4,20 - 5,00
Pengelolaan Data yang mencakup Bhumandala IPS >2,60-3,50; |>3,50-4,20
proses Perencanaan, Pengumpulan, >1,80 - 2,60 dan
Pemeriksaan hingga Penyebarluasan Bhumandala
sesuai dengan Penyelenggaraan >2,60 - 3,50

Satu Data Indonesia.




) panrb MODEL INDIKATOR
szt EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Pergeseran fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan (hulu), ke kinerja, implementasi, dampak,
dan kepuasan pengguna (hilir)

Indeks ‘ Pemerintah Digital
' —— ' ' ! W—%m
. . r .| AuditTeknologi . Kapabilitas dan Keterpaduan Layanan LERE LU S,
Strategi d;; Rencana | TataKelola d5a02 Manajemen Teknolzoogo;Dlgltal Dig;al Keama;;n Siber Budaya Digital Pelr;;a:‘nlf:fa::r:;?ta Digital Peronerintah Lag:;aer:i:;g:al
Indikator 1-5 Indikator 6-9 Indikator 10-13 Indikatoro14 16 Indikator 17-19 indik 10% 10% el 15A27 3 20%
ndikator 20-22 Indikator 24-26 el gl Indikator 33 - 35
% > 2 8B %N B 2 Gl & o %
anrb panrb (€ pantb pantb
) « t J - - - L — ﬂ ‘_%‘ —
Sesuai Arah RPJMN: Pembinaan di 2025,
5 Fokus Utama Pemerintah Digital Evaluasi Bertahap di 2026 & 2028
Indeks disesuaikan untuk mendukung RPJMN dengan lima Akan dimulai pembinaan untuk 46 instansi pusat dan 128
fokus utama: tata kelola, teknologi, kompetensi ASN, Pemda, sebagai langkah awal evaluasi berkala.

layanan publik digital, dan data.

Disusun Bersama Banyak K/L,
Menuju Indeks Konsolidatif Nasional

Fokus pada Dampak,
Bukan Aspek Teknologi Digital

Penilaian tak hanya pada kesiapan TIK, tapi juga kepuasan Model indeks ini dikembangkan bersama K/L seperti
masyarakat terhadap layanan digital pemerintah. Komdigi, Bappenas, BSSN, BIG, BPS, dan BKN — disiapkan

sebagai pola indeks nasional bertema digital.




@ TRANSFORMASI TATA KELOLA INSTANSI PEMERINTAH

Existing Future
Core business tidak perlu punya visi digital. Core Business memiliki visi digital.
Peran transformasi digital hanya ke Unit TIK. Transformasi digital adalah ownership holistik instansi.
Unit Kerja tidak menuntut pegawai memiliki talenta digital. Unit kerja tidak ingin pegawai gaptek.
Silo menyelesaikan pekerjaan dan masalah. Berkolaborasi untuk mencari solusi dan solusi digital prioritas.

Menemukan cara bekerja /layanan manual yang lebih efisien.  Menemukan cara berkerja/layanan digital baru yang lebih
efisien, melalui rancangan proses bisnis digital (digital by design)

é N

Pemerintah Digital

Pemerintah Konvensional

2N

SPBE

(1) Tim Koordinasi SPBE
(ClO)

(3) Layanan TIK (CTO)

CTO = Chief Technology Officer

(2) Manajemen Data dan

Wali Data (CDO) (4) Manajemen Data

dan Wali Data (CDO)

CDO = Chief Data Officer

(3) Layanan TIK (CTO) :
= Layanan TIK,
= Infrastruktur TIK

(5) Pelindungan Data
Pribadi/PDP (DPO) dan

Proses Bisnis Layanan
Digital Digital

= SMKI (CISO) Core Business 1 SMKI (CISO).
. CISO = Chief Information Security Officer
Core Business 1 ST~ e Toctnolegy Offer \(2) Unit Transformasi Digital (Chief Digital Transformation - CDT) et
CDO = Chief Data Officer
\(S:IIL?KTEg’;’i:s‘:’::‘;\;’::gg:neozﬁ%amanan Informasi j ( 1 ) Ti m KO 0 rd i n a Si s P B E (C I O)

CIO = Chief Information Officer

Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Transformasi Tata Kelola sebagai kunci sukses Modernisasi Administrasi Negara
untuk peningkatan kesejahteraan rakyat




KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAA

UNAAN APARATUR
DAN REFORMASI BIROKRASI

pcmrb PENTINGNYA COLLABORATIVE & NETWORK GOVERNANCE

DALAM MENDORONG PROGRAM PRIORITAS

Kompleksitas & dinamika lingkungan
meminta respon cepat dari setiap aktor

Banyaknya shared outcome yang perlu
dihasilkan

Pelaksanaan aksi atau inisiatif oleh setiap
instansi pemerintah dalam mencapai
tujuan/sasaran bersama selama ini masih
terkesan silo

Banyaknya program/kegiatan yang
redundant antar-instansi pemerintah,
sehingga inefisiensi berpotensi terjadi

Shared Outcome
Output & Outcome yang dihasilkan

harus didukung oleh banyak instansi (yang terkait),
bukan hanya tanggung jawab 1 instansi saja

Kementerian Sosial

’ Kementerian
Ketepagakerjaan

Kementerian Pgrmuda
& Olahraga

Pengentasan
Kemiskinan

Kementeridn ‘
Komumnikasi &

Informaitika

‘ Kementerian
Lainfyd yang
terkait

Kementerion
Kesehatan

Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, &

Teknologi

ba
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